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ABSTRAK 

Ahmad Mufti Ikhsan, 2024: Perspektif Maqosidus Syari‟ah Terhadap Pembagian 

Harta Waris Dengan Konsep Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim. 

Kata kunci: maqosidus syari‟ah, harta waris, wasiat wajibah, non-muslim 

Penelitian ini menelisik perspektif Maqasidus Syari'ah terhadap 

pembagian harta waris dengan konsep wasiat wajibah bagi ahli waris non-

Muslim, yang dilatar belakangi oleh fenomena perkawinan beda agama, hal ini 

tidak bisa terlepas dari dasar negera Indonesia Bhineka Tunggal Ika yang mana 

pondasi kebangsaan Indonesia didirikan dengan menyatukan berbagai suku 

budaya bangsa dan agama. Dengan demikian akibat dari hukum kekeluargaan 

yang berbeda agama menimbulkan persoalan kewarisan yang serius,  sudah 

dipahami bersama bahwa syari‟at Islam melarang adanya pewarisan berbeda 

agama. Untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia maka ditahun 

1999 muncul yurisprudensi nomor 51 K/Ag/1999 tentang anak kandung yang 

beragama non-Islam dapat mendapatkan bagian dari harta peninggalan ayah 

kandungnya dengan menggunakan skema wasiat wajibah, serta yurisprudensi 

nomor 16 K/Ag/2010 yang memutuskan bahwa istri non-muslim dapat 

mendapatkan bagian harta warisan dari suaminya yang beragama Islam dengan 

wasiat wajibah. 

Fokus penelitian dalam karya ilmiah ini meliputi dua aspek utama: 

pertama, analisis terhadap pembagian harta waris bagi ahli waris non-Muslim 

dengan penggunaan konsep wasiat wajibah; kedua, evaluasi terhadap 

implementasi konsep wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim dari perspektif 

Maqasidus Syari'ah.  

Untuk mencapai tujuan penelitian ini penulis menggunakan jenis 

penelitian  normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan 

konseptual dan pendekatan analisis, teknik pengumpulan bahan yang dilakukan 

untuk mencapai hasil penelitian penulis meggunakan studi dokumentsi putaka. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) wasiat wajibah bagi ahli waris 

non-muslim dihukumi sebagai wasiat yang peruntukannya bukan sebagai warisan, 

hal ini diperbolehkan dalam Islam yang mana non-muslim di Indonesia 

dikategorikan dalam kafir dzimmi yang harus dilindungi dan diberikan hak dan 

martabatnya. (2) Maqasidus Syari'ah sebagai tonggak kesuksesan terlaksananya 

tujan syari‟at Islam berdasarkan lima konsep perlindungan umat, berpandangan 

bahwa konsep wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim beperperan untuk 

menjaga agama dengan bisa terlaksananya tolerani umat beragama, menjaga 

jiwa agat tidak terjadi pertikaian antar saudara dan kerabat, menjaga akal 

memberikan jamina pendidikan keturunan non-muslim, menjaga keturunan 

pengakuan hak anak sebagai anak kandung dengan memberikan harta 

peninggalan, dan menjaga harta supaya kepemilikan sebuah harta ada kejelasan 

serta tanggung jawab atas harta peninggalan tersebut. Konsep wasiat wajibah 

dapat dipandang sebagai bentuk pemberian harta yang tidak bertentangan dengan 

syari'at, melainkan mendukung pengamalan syariat Islam sebagai rahmat bagi 

seluruh alam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pada hakikatnya manusia diciptakan berpasang-pasangan yang diikat 

dalam suatu hubungan pernikahan. Syaria‟at Islam memandang pernikahan 

sebagai suatu ikatan suci yang sakral kedudukanya, ibadah terlama bagi 

manusia untuk hidup bersama sampai maut memisahkan
1
. Dengan adanya 

hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan memberikan dampak 

status baru yaitu suami istri dimana masing-masing memiliki kewajiban dan 

tanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga. 

Hubungan pernikahan pada dasarnya hanya dipisahkan oleh 

kematian, yang mana kematian menimbulkan peristiwa hukum baru dengan 

diikuti akibat hukum yaitu persoalan waris sehingga tercipta hak dan 

kewajiban antara pewaris yang telah meninggal dunia dengan ahli waris yang 

masih hidup. Dalam Hukum Islam sudah jelas ditentukan mengenai syarat 

dan rukun untuk dapat mewarisi sebuah peninggalan seseorang yang telah 

meninggal dunia. 

Perbedaan agama didalam Islam sangatlah krusial sifatnya, yang 

mana dengan perbedaan agama dapat memunculkan tembok besar 

penghalang untuk seseorang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris, 

karena di dalam Islam anak yang tidak seagama dengan orang tuanya akan 

                                                             
1
 Jum Anggriani dan Annisa Nurjannah Irawan, “Harta Peninggalan Pewaris: Studi 

Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-Muslim”. (Indramayu: CV. Adanu 

Abimata, 2024), 2. 
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terhijab untuk mewarisi sebuah harta peninggalan begitu juga sebaliknya, dan 

hal ini berlaku juga kepada kerabat lain yang tergolong dalam ahli waris. 

Pembahasan mengenai hukum waris erat kaitanya dengan pembagian 

harta waris yang merupakan suatu hal penting dalam hukum keluarga
2
, 

kedudukan dan posisinya sangat sentral jika dibandingkan dengan 

pembahasan hukum keluarga lainnya. Menurut peraturan yang berlaku di 

Indonesia ada tiga unsur dalam hukum waris, pertama adanya si pewaris yang 

telah meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup, dan terakhir adanya harta 

peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia, tiga unsur tersebut sejalan 

dengan ketentuan Syari‟at Islam. Namun begitu, Indonesia merupakan negara 

kesatuan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, maka dari itu Indonesia 

didirikan dengan menyatukan berbagai suku, budaya, bangsa, dan agama 

yang majemuk dan beraneka ragam. Dalam perkara waris di Indonesia, salah 

satu hal yang menarik untuk dibahas adalah penerapan konsep pemberian 

harta waris dengan wasiat wajibah untuk ahli waris non-muslim. 

Sejalan dengan semangat keberagaman dan persatuan, 

pengimplementasian wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim 

menimbulkan pertanyaan besar dikalangan masyarakat Indonesia. Mengenai 

sejauh mana hukum di Indonesia mengakomodir wasiat wajibah bagi non-

muslim. Lalu bagaimana kedudukan wasiat wajibah dalam tatanan maqosidus 

syari‟ah sebagai tonggak kesuksesan penerapan Syari‟at Islam. Oleh karena 

                                                             
2
 Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, “Pengantar Hukum Waris”  (Yogyakarta: 

Pustakabarupress, 2023), 4 
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itu perlu adanya kajian terhadap konsep pemberian warisan melalui wasiat 

wajibah bagi ahli waris non-muslim. 

Selain hal-hal tersebut penerapan dari implementasi wasiat wajibah 

bagi ahli waris non-muslim perlu untuk dikaji dan diidentifikasi dengan 

sangat serius. Gejolak ditengah masyarakat perlu di pertimbangkan, 

bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kebijakan konsep wasiat wajibah 

untuk non-muslim, bagaimana kondisi keluarga serta konflik internal keluarga 

dengan adanya konsep wasiat wajibah bagi non-muslim, dan bagaiman 

pandangan Syari‟at Islam terkait pembagian harta waris dengan konsep 

wasiat wajibah untuk non-muslim. 

Sebelum membahas terlalu dalam, konsep wasiat wajibah 

merupakan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 yang berkenaan 

dengan pembagian harta waris. Sedangkan dalam Islam, wasiat wajibah 

mengacu pada hak seseorang untuk mengatur meninggalkan wasiat sebagian 

harta warisannya, dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur
3
. Konsep 

wasiat wajibah ini bersumber dari prinsip keadilan dan ketertiban yang diatur 

dalam Syari‟at Islam. 

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang diberikan oleh pewaris 

kepada ahli warisnya dengan konsep wasiat karena ahli waris tersebut tidak 

                                                             
3
 Sekretariat Negara Republik Indonesi. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang 

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209. 
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mendapatkan bagian warisan sebab terhalang, haram mewarisi, ataupun 

kerabat yang tidak berhak mendapat warisan, menurut Yusuf Somawinta.
4
  

Sedangkan pendapat dari Achmad Jarchosi wasiat wajibah 

merupakan suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris yang tidak 

dapat menerima warisan si pewaris karena adanya satu halangan syara‟
5
. 

Wasiat wajibah dalam keberagaman menjadi penyeimbang dalam 

pembagian harta waris, namun konsep wasiat wajibah yang tertuang dalam 

pasal 209 Kompilasi Hukum Islam diperkhususkan kepada anak angkat dan 

orang tua angkat. Pada tahun 1999 dengan adanya yurisprudensi yang 

dikeluarkan oleh Mahkama Agung dengan nomor registrasi 51 K/Ag/1999 

pertanggal 29 September 1999 yang memutuskan bahwa anak kandung yang 

tidak beragama Islam tetap bisa mendapatkan harta warisan dengan konsep 

pembagian wasiat wajibah. Setelah itu pada tahun 2010 Mahkama Agung 

kembali memutus sebuah perkara waris berbeda agama, namun yang 

berperkara kali ini yaitu istri non-muslim, dengan nomor register 16 

K/Ag/2010 yang diputus tanggal 16 April 2010. Dari kedua putusan tersebut 

dapat diambil sebuah pemahaman bahwa istri dan anak yang tidak beragama 

Islam dapat mewarisi harta peninggalan dengan skema wasiat wajibah. 

Konsep pemberian harta warisan untuk ahli waris non-muslim 

memiliki dampak negatif yang jarang disadari oleh banyak pihak, yaitu 

                                                             
4
 Yusuf Somawinata, “Wasiat Wajibah; Konsep dan Pelaksanaannya dalam Hukum 

Positif di Indonesia” Jurnal Al-Qolam Vol. 25, no. 1 (Januri-April 2008), 3. 
5
 Achmad Jarchosi, “ Pelaksanaan Wasiat Wajibah” Jurnal of Islamic Family Law Vol. 

2 no. 1 (Juni 2020), 81 
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dengan mudahnya seorang anak atau orang tua meninggalkan agama Islam 

dengan alasan walaupun sudah tidak menjadi seorang muslim akan tetap 

mendapatkan harta warisan dengan konsep pemberian wasiat wajibah. 

Problem ini merupakan dampak negatif munculnya konsep pembagian harta 

waris dengan wasiat wajibah. Terlepas dari itu tujuan pemberian harta 

warisan untuk ahli waris non-muslim demi terciptanya rasa keadilan dan 

kesetaraan bagi anak atau orang tua yang telah ditinggal pergi untuk selama-

lamanya oleh si pewaris.
6
 

Dengan demikian maka perlu adanya pemahaman yang mendalam 

mengenai wasiat wajibah untuk menjaga keseimbangan antara prinsip 

keadilan Islam dan kebutuhan praktis dalam konsep ke-Bhinekaan di 

Indonesia. Kemajemukan masyarakat Indonesia dan persatuan bangsa 

Indonesia perlu untuk terus dirawat dan dipupuk guna menciptakan tatanan 

kemasyarakatan dan keluarga yang sejahtera, adil, dan tentram. 

Dengan memahami latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terhadap 

pembagian harta waris dengan menggunakan konsep wasiat wajibah bagi ahli 

waris non-muslim di Indonesia, dengan berfokus pada aspek hukum 

kewarisan di Indonesia, dan maqosidus syariah. 

 

 

                                                             
6
 Eka Apriyudi, “Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui 

Wasiat Wajibah” Jurnal Kartha Patrika Vol. 40 no. 1 (April 2018), 45 
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B. FOKUS PENELITIAN 

1. Bagaimana pembagian harta waris bagi ahli waris non-muslim dengan 

konsep wasiat wajibah? 

2. Bagaimana pembagian harta waris dengan konsep wasiat wajibah bagi 

ahli waris non-muslim perspektif maqosidus syariah? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengidentifikasi konsep pembagian harta waris dengan konsep wasiat 

wajibah untuk ahli waris non-muslim. 

2. Menganalisis konsep wasiat wajibah dalam pembagian harta waris untuk 

ahli waris non-muslim menurut perspektif maqosidus syariah. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang 

implementasi wasiat wajibah dalam konteks hukum Islam melalui 

maqosidus syari‟ah. 

b. Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 

pengembangan kebijakan inklusif dalam bidang pembagian harta waris 

dengan wasiat wajibah terkhusus bagi ahli waris non-muslim. 

c. Analisis yang termuat dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

media pemahaman untuk masyarakat terhadap kebijakan pemerintah 

mengenai wasiat wajibah untuk ahli waris non-muslim. 
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2. Manfaat Praktis 

Pedoman untuk praktisi hukum yang akan menangani kasus 

sengketa waris beda agama dan memberikan sumbangsih rekomendasi 

kebijakan bagi stakeholeder dalam kasus-kasus waris beda agama, selain 

itu penelitian ini harapannya bisa dijadikan sebagai basis pelatihan hukum 

dan sosial untuk non-muslim dalam menghadapi problem pembagian harta 

waris. Secara Praktis manfaat dari penelitian ini dapat membantu berbagai 

pihak dalam memetakan isu hukum terkait implementasi wasiat wajibah 

bagi non-muslim. 

E. DEFINISI ISTILAH 

Guna Memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang ada dalam 

penelitian, bagian definisi istilah penulis sajikaan dengan mengambil dari 

judul penelitianyang penulis teliti, adapun istilah-istilah yang ada dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Prespektif Maqasidus Syari‟ah 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Prespektif dimaknai 

sebagai cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar 

sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi, atau bisa 

diartikan sebagai sudut pandang
7
. Maqosidus syari‟ah merupakan 

pengembangan pemikiran Islam dalam menggali sebuah hukum untuk 

                                                             
7
 Kementrian Pendidikan Republik Indonesi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

kamus versi online / daring (dalam jaringan), https://kbbi.eb.id/perspektif.html  

https://kbbi.eb.id/perspektif.html
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bisa mewujudkan Islam sebagai agama rahmatan lil „alamin
8
. Dalam 

penelitian ini menggunakan istilah perspektif maqosidus syari‟ah untuk 

melihat sundut pandang dan pendapat Syari‟at Islam mengenai konsep 

wasiat wajibah bagi non-muslim. 

2. Pembagian Harta Waris 

Akar kata dari istilah pembagian yaitu bagi yang diberikan imbuhan kata 

pem- dan –an, yang memiliki makna proses, cara, perbuatan membagi 

atau membagikan
9
, dengan tambahan istilah harta waris menunjukkan 

subjek yang akan dibagi yaitu harta waris. Maka dari itu makna 

pembagian dalam penelitian ini mengarah kepada proses membaginya 

dengan memberikan hak atas harta warisan. 

3. Konsep Wasiat Wajibah 

Makna dari kata konsep jika ditelisik dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) yaitu rancangan atau ide yang diabstrakkan dari peristiwa 

konkret
10

, yang mana istilah konsep wasiat wajibah yang ada dalam 

penelitian ini menunjukkan makna sebuah rancangan yang digunakan 

untuk menjalankan sebuah sistem dalam hukum kewarisan. 

4. Ahli Waris Non-Muslim 

Kata ahli waris merupakan penggabungan dua suku kata yang 

menghasilkan makna baru yaitu seseorang yang berhak mendapatkan 

                                                             
8 Agus Hermanto, Maqashid Al-Syari‟ah, Metode Ijtihad dan Pembeharuan Hukum Islam, 

(Malang, CV. Literasi Nusantara Abagi, 2022), 7. 
9 Kementrian Pendidikan Republik Indonesi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

kamus versi online / daring (dalam jaringan), https://kbbi.eb.id/bagi-2  
10 Kementrian Pendidikan Republik Indonesi, https://kbbi.eb.id/konsep  

https://kbbi.eb.id/bagi-2
https://kbbi.eb.id/konsep
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warisan atau harta peninggalan
11

. Sedangkan istilah non-muslim 

menunjukkan makna orang yang tidak memeluk agama Islam. Dari hal 

tersebut menunjukkan bahwa ahli waris non-muslim mengarah kepada 

seseorang yang tidak beragama Islam namun berhak mendapatkan bagian 

dari harta peninggalan atau harta waris. 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penyusunan penulisan panelitian ilmiah ini, penulis 

merumuskan sistematikan penulisan yang nantinya dapat dijadikan pedoman 

agar dalam pembahasan dalam tulisan yang penulis teliti ini tidak melebar 

kepada persoalan yang lain dan tetap dalam koridor pembahasan. Adapun 

sistematika penulisan yang penulis susun yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang Latar Belakang Masalah 

disambung dengan Rumusan Masalah dilanjutkan dengan Tujuan 

Penulisan, dan ditutup dengan Sistematika Penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab kedua yaitu Kajian Pustaka berisi tentang penelitian terdahulu 

untuk melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang 

penulis teliti dengan penelitian yang sudah ada terlebih dahulu 

kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang akan digunakan 

peneliti dan penulisan penelitian ini. 

                                                             
11

 Aulia Muthiah, “Hukum Islam: dinamika seputar hukum keluarga”, (Yogyakarta: PT. 

Pustaka Baru, 2023). 154. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian penulis merumuskan metode 

penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini, jenis dan 

bahan yang digunakan untuk penelitian, metode pengumpulan 

bahan, dan terakhir cara untuk menganalisis bahan penelitian.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis menuangkan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti yaitu bahasan tenang maqosidus syariah, 

wasiat wajibah, ahli waris non-muslim, serta pendapat dan 

pandangan peneliti tantang ketiga pokok pembahasan dalam 

penelitian ilmiah ini. 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan yaitu ringkasan dari 

penelitian serta saran yang disajikan oleh peneliti untuk pihak yang 

membaca dan membutuhkan pemikiran peneliti dalam skripsi ini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini untuk melengkapi penelitian yang sudah ada dan 

dijadikan bahan pertimbangan serta bahan acuan oleh penulis terkait 

penelitian penerapan wasiat wajibah untuk non-muslim. Adapun penelitian 

terdahulu yang penulis temukan ada beberapa bentuk, yaitu: 

 

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Naufal Shiddiq dengan 

judul “Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim Di 

Pengadilan Surabaya (Studi Analisis Penetapan Wasiat Wajibah Bagi 

Anak Angkat dan Non Muslim)”. Dalam penelitian tersebut berfokus 

pada pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

waris anak non-muslim. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 

penetapan 435/Pdt.P/2010/PA.Sby, penetapan 909/Pdt.P/2016/PA.Sby, 

penetapan 378/Pdt.P/2020/ PA.Sby. Dari penelitian tersebut didapatkan 

hasil bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya 

mempertimbangkan wasiat wajibah sebagai bentuk kemaslahatan untuk 

anak angkat dan ahli waris berbeda agama. Wasiat wajibah juga dinilai 

sebagai distribusi keadilan yaitu dengan memberikan hak kewarisan 

kepada anak kandung non-muslim sebab terhalang oleh syara‟. Wasiat 

wajibah dinilai sebagai jalan keluar yang sangat tepat sebagai bentuk 

pemberian harta peninggalan untuk anak kandung non-muslim, yang mana 
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negera membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama yang 

diyakini dan diimani. Maka dari itu perbedaan dari penelitian yang sedang 

penulis tulis yaitu pendekatan dalam penelitian Muhammad Naufal Siddiq 

menggunakan pendekatan kasus (case approach), untuk persamaanya 

sama-sama membahas mengenai penerapan pembagian harta waris dengan 

konsep wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim. 

 

2. Skripsi dengan judul “Analisis Konsep Wasiat Wajibah Prespektif Ibnu 

Hazm dan Relevansinya dengan Kompilasi hukum Islam di Indonesia” 

karya Fitriyatul Awalliah. Fokus penelitian dalam karya ilmiah tersebut 

ada tiga, pertama bagaimana konsep wasiat wajibah menurut Ibn Hazm, 

kedua apa perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memaknai 

wasiat wajibah, ketiga apa relefansi konsep wasiat wajibah menurut Ibn 

Hazm dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil dalam penelitian tersebut 

Ibnu Hazm ulama‟ yang pemikirannya dijadikan sebagai landasan kajian 

tentang wasiat wajibah dan penerapannya di Indonesia sehingga 

menghasilkan kesimpulan penelitian bahwa wasiat wajibah merupakan 

pemberian kepemilikan harta dari pewasiat baik harta peninggalan banyak 

atau sedikit yang hukumnya wajib untuk diberikan kepada ahli waris 

namun tidak bisa karena terhalang oleh kententuan syara‟, dalam 

penelitian tersebut juga menghasilkan ketidak singkronan antara pemikiran 

Ibnu Hazm dengan kompilasi hukum islam yang mana wasiat wajibah 

menurut ibnu hazm diberikan kepada orang tau atau kerabat yang 

kehilangan hak warisnya, sedangkan dalam kompilasi hukum islam pasal 
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209 wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua angkat dan anak 

angkat. Perbedadan dari penelitian yang peneliti tulis yaitu, penelitian 

tersebut menggunakan pemikiran ulama‟ pada masa bani umayyah yaitu 

Ibnu Hazm sebagai landasan kajian penelitian. Persamaan dengan 

penelitian yang peneliti tulis yaitu kajian penelitian dalam karya ini 

mengupas mengenai konsep wasiat wajibah yang berlaku di Indonesia. 

 

3. Ali Akbar Masyayih menuangkan pemikiranya dalam bentuk Skripsi yang 

berjudul “Interpretasi Futuristik Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat 

Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam”. dalam Skripsinya 

memfokuskan pada dua persoalan, pertama pengertian wasiat wajibah 

untuk anak angkat dalam hukum perdata dan hukum Islam, kedua 

mempersoalkan konsep wasiat wajibah untuk anak angkat dalam 

pandangan hukum perdata dan hukum Islam. Dalam penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan yaitu wasiat wajibah yang ada dalam undang-

undang adalah sebagai bentuk pengakuan orang tua angkat terhadap anak 

angkatnya, walaupun anak angkat tidak memiliki ikatan darah dengan 

orang tua angkatnya. Selain itu wasiat wajibah dalam hukum perdata harus 

memenuhi syarat-syaratnya untuk dapat memudahkan proses 

pelaksanaanya. Maka dari itu perbedaan penelitian yang peneliti tulis yaitu 

terletak pada objek sasaran wasiat wajibah jika penulis sebelumnya 

menggunaka objek anak angkat peneliti kali ini menggunakan non-muslim 

sebagai objek kajiannya dan maqasidus syari‟ah sebagai pisau uji. 
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Persamaan dalam penelitian ini yaitu konsep wasiat wajibah sebagai analis 

kajian penelitian. 

 

4. Artikel dengan judul “Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam di 

Indonesia” karaya Syafi‟i, artikel tersebut berfokus pada apa pengertian 

wasiat wajibah dan bagaimana pengaturan wasiat wajibah di Indonesia. 

Artikel ini menghasilkan pemahaman yaitu asas kewarisan Islam yang 

dianut dalam sistem kewarisan di Indonesia ada empat, antara lain: asas 

Ijbari, asas Bilateral, asas Individual, dan asas Keadilan. Sementara dalam 

pasal 209 Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah mengandung unsur 

Subyek hukumnya adalah anak angkat dan orang tua angkat, tidak 

disampaikan oleh pewaris namun disampaikan oleh negara melalui 

kekuasaan yuridis, dan harta yang diberikan tidak boleh melebihi satu 

pertiga bagian. Dalam artikel ini juga membahas mengenai yurisprudensi 

wasiat wajibah yang diberikan kepada anak kandung non muslim dan istri 

non muslim dengan nomor 368 K/AG/1995 dan 51 K/AG/1999 keduanya 

sudah berkekuatan hukum tetap, ijtihad hakim dalam menetapkan anak 

kandung dan istri non muslim berdasar asas keadilan atas dedikasi dan 

jasanya dalam mengabdikan diri kepada orang tua juga suami yang telah 

meninggal dunia serta sebagai pelipur lara atas kehilangannya sosok yang 

selama ini sudah bersama. Artinya persaman dengan penelitian yang 

peneliti tulis yaitu Konsep pemberian harta waris untuk ahli waris non-

muslim di Indonesia dengan skema wasiat wajiabah menjadi kajian dan 

bahasan dalam penelitian ini. Untuk perbedaanya yaitu kajian dalam 



15 

 

 
 

artikel tersebut tidak menggunakan teori maqosiadus syari‟ah dalam 

mempertajam dan memperkuat pendapat serta pemikirannya. 

 

5. Sebuah judul artikel “Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung 

Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah” yang ditulis oleh Eka Apriyudi, 

artikel tersebut berfokus pada bagaiman kedudukan anak kandung non-

muslim terhadap harta peninggalan pewaris yang beragama Islam dan 

bagaimana konsep pembagian harta waris untuk anak kandung yang tidak 

beragama Islam. Artikel tersebut menjelasakan menganai kedudukan anak 

kandung non-muslim tidak dapat menerima waris. Sejatinya didalam 

Syari‟at Islam salah satu sebab pembagian harta melalui konsep wasiat 

wajibah pada intinya memberikan hak anak kandung non-muslim yang 

sudah membaktikan diri kepada pewaris beragama Islam dengan ketentuan 

harta pemberiannya tidak boleh lebih dari sepertiga bagian atau sama 

dengan anak perempuan muslim. Namun dalam artikel ini hanya berfokus 

kepada persoalan terhalangnya hak waris anak kandung non-muslim. Oleh 

karena itu perbedaan artikel tersebut dengan karya ilmiah yang akan 

penulis teliti adalah fokus bahasan dalam artikel tersebut dibatasi hanya 

pada kedudukan anak kandung non-muslim. Sedangkan persamaanya 

adalah bahasan wasiat wajibah sebagai konsep kewarisan di Indonesia 

termuat dalam artikel tersebut dan karya ilmiah yang penulis tulis. 

 

6. Artikel yang berjudul “Pelaksanaan Wasiat Wajibah” karya Achmad 

Jarchosi, fakus bahasan dalam artikel tersebut yaitu bagaimana 
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pelaksanaan wasiat wajibah di Indonesia. Artikel tersebut menghasilkan 

pemahaman bahwa wasiat wajibah merupakan bentuk solusi dari 

pembagian harta peninggalan pewaris dengan tidak mencederai ketentuan 

syara‟, yang pemberiannya diperuntukkan untuk tiga golongan pertama 

anak kandung non-muslim, kedua anak hasil zina, dan yang ketiga anak 

angkat. Dalam artikel ini juga mengatakan bahwa besaran untuk wasiat 

wajibah adalah maksimal satu pertiga bagian tidak boleh lebih pendapat ini 

disandarkan pada hadis nabi yang melarang Sa‟ad bin Abi Waqos untuk 

mewasiatkan seluruhnya ataupun setengah dari harta Sa‟ad bin Abi Waqos 

kepada anak perempuan satu satunya. Bedanya dengan penelitian yang 

peneliti tulis yaitu Artikel tersebut hanya berfokus pada pelaksanaan 

wasiat wajibah yang sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. 

Sedangkan persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu 

pembahasan mengenai penerapan wasiat wajibah yang salah satunya di 

peruntukan bagi ahli waris non-muslim. 

 

7. Sri Hidayati dalam artikelnya yang berjudul “Ketentuan Wasiat Wajibah 

Diberbagai Negara Muslim Kontenporer” yang fakus penelitianya yaitu 

bagaimana pandangan negara-negara Islam terhadap konsep wasiat 

wajibah. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa di negara Mesir, Syiriah, 

Tunisia, Maroko, Irak, Kuwait, dan Yordania diberikan kepada cucu yatim 

yang terhalang oleh keberdaan paman laki-lakinya dalam mendapatkan 

warisan dari sang kakek, sementara di Pakistan dan Indonesia 

menggunakan ketentuan ahli waris pengganti. Dari hasil penelitian 
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tersebut bahwa anak kandung non-muslim juga memiliki hak yang sama 

untuk mendapatkan harta peninggalan namun dengan konsep pelimpahan 

yang berbeda dari waris yaitu dalam bentuk wasiat wajibah. Persama 

dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu Artikel kali ini mengupas 

masalah konsep penerapan wasiat wajibah sebagai solusi dari persoalan 

terhalangnya hak waris anak non-muslim untuk memdapatkan harta 

warisan. Untuk perbedaanya sendiri yaitu dalam artikel ini menggunakan 

pendekatan perbandingan (comparative approach). 

 

8. Sedangkan Dhea Swasti Maharani dan Diana Tantri Cahyaningsih dalam 

artikel yang diberi judul “Akibat Hukum Anak Berbeda Agama Dengan 

Orang Tua Ditinjau Menurut Hukum Waris di Indonesia (Studi Kasus 

Putusan Mahkama Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012)” berfokus pada 

persoalan akibat hukum yang timbul disebabkan karena perbedaan agama 

antara pewaris dengan ahli waris. Artikel tersebut membahas mengenai   

anak kandung yang sudah berbeda agama dengan orang tua muslimnya 

berhak mendapatkan harta peninggalan orang tuanya, namun bukan 

menggunakan konsep warisan, namun dengan konsep wasiat wajibah. Hal 

itu tidak menyalahi aturan perundang-undangan dengan diperkuat adanya 

yurisprudensi mahkama agung nomor 368K/AG/1995, serta tidak 

melanggar syariat Islam manapun dengan menggunakan konsep wasiat 

wajibah. Hukum wasiat wajibah sendiri bagi anak kandung non-muslim 

harus tetap diberikan karena itu bagian dari hak anak dan akibat hukum 

adanya anak kandung. Artikel ini munggakan pendekatan kasus (case 
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approach) yang bertolak belakan dengan penelitian yang akan peneliti tulis 

dalam skripsi ini. Sedangkan persamaan artikel tersebut dengan penelitian 

yang peneliti tulis yaitu konsep pewarisan harta waris anak kandung 

sebagai ahli waris yang berbeda agama dengan orang tuanya. 

 

9. Yusuf Somawinta juga menungkan pemikirannya dalam artikel yang diberi 

judul “Wasiat Wajibah; Konsep dan Pelaksanaanya dalam Hukum 

Positif di Indonesia” fokus kajian dalam artikel tersebut yaitu bagaimana 

penerapan konsep dan penerapan wasiat wajibah dalam hukum posistif di 

Indonesia. Artikel ini diawali dengan mengupas pasal 185 KHI (Kompilasi 

Hukum Islam) tentang ahli waris pengganti dan di perluas dengan 

mengkombinasi pembahasan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yaitu 

tentang wasiat wajibah dalam ayat 1 dan 2, dalam artikel ini kedua pasal 

tersebut pemahamannya masih sempit dan tidak mempresentasikan bangsa 

Indonesia yang majemuk. Adanya Yurisprudensi nomor 368K/AG/1995 

sebagai angin segar implementasi keberagaman yang nyata di Indonesia, 

yang menyatakan bahwa anak kandung non muslim juga berhak 

mendapatkan hak waris dengan wasiat wajibah. Perbedaan penelitian ini 

dengan artikel tersebut yaitu artikel tersebut menggunakan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) untuk menjawab rumusan maslah. 

Sedangkan persamaanya yaitu membahas mengenai konsep wasiat wajibah 

sebagai alternative pemberiah harta waris bagi ahli waris non muslim. 
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10. Tesis yang ditulis oleh Nurul Astitin yang berjudul “Relevansi Pemikiran 

Ibnu Hazm Tentang Konsep Wasiat Wajibah di Indonesia (Studi 

Tentang Putusan MA Nomor 16/K/Ag/2010)” Tesis yang ditulis memiliki 

tiga fokus utama pertama mengenai konsep hukum wasiat wajibah dalam 

pemikiran Ibnu Hazm, kedua konsep wasiat wajibah dalam putusan hakim 

nomor 16/K/Ag/2010 di Indonesia, yang ketiga berkenaan dengan 

relevansi antara pemikiran Ibnu Hazm dengan konsep wasiat wajibah 

berdasarkan putusan hakim nomor 16/K/Ag/2010. Yang mana dalam 

pembahasannya menghasilkan peikiran bahwa relevansi antara pemikiran 

Ibnu Hazm dan putusan nomor 16/K/Ag/2010 erat kaitanya. Hal tersebut 

juga dilandaskan pada kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk 

sehingga mengharuskan konsep wasiat wajibah penting kehadiranya untuk 

menjawab problematika yang berkembang di tengah masyarakat. Dari sini 

bisa dimbil kesimpulan yang menjadi perbedaan penelitian yang peneliti 

tulis dengan penelitian yang sudah ada yaitu pisau uji yang peneliti 

gunakan yaitu maqasidus Syari‟ah dam pembahasan keduanya sangat jauh 

berbeda. Sedangkan persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama 

menganalisis wasiat wajibah. 

Untuk memudahkan dalam membaca penelitian terdahulu yang 

tersaji dalam penelitian ini simak dan cermati table berikut ini: 
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Tabel 1. 

Persaman dan perbedaan penelitian terdahulu 

No. Penulis Persamaan Perbedaan 

1.  
Muhammad 

Naufal Shiddiq 

Peneliti mengupas 

mengenai penerapan 

wasiat wajibah bagi 

anak yang beragama 

non-muslim (ahli 

waris non-muslim) 

Pendekatan yang 

digunakan dalam 

penelitian tersebut 

yaitu menggunakan 

pendekatan kasus 

(case approach) 

2.  
Fitriyatul 

Awalliah 

kajian penelitian 

dalam karya ini yaitu 

mengupas mengenai 

konsep wasiat wajibah 

yang beraku di 

Indonesia. 

Dalam skripsinya 

peneliti menggunakan 

pemikiran ulama‟ 

pada masa bani 

umayyah yaitu Ibnu 

Hazm sebagai 

landasan kajian 

penelitian. 

3.  
Ali Akbar 

Masyayih 

Persamaan dalam 

penelitian ini yaitu 

konsep wasiat wajibah 

sebagai analis kajian 

penelitian. 

perbedaan penelitian 

yang peneliti tulis 

yaitu terletak pada 

objek sasaran wasiat 

wajibah jika penulis 

sebelumnya 

menggunaka objek 

anak angkat peneliti 

kali ini menggunakan 

non-muslim sebagai 

objek kajiannya dan 

maqasidus syari‟ah 

sebagai pisau uji. 

4. Syafi‟i 

Konsep pemberian 

harta waris untuk ahli 

waris non-muslim di 

Indonesia dengan 

skema wasiat 

wajiabah menjadi 

kajian dan bahasan 

dalam penelitian 

tersebut 

Karya ilmiah 

berbentuk artikel 

tersebut tidak 

menggunakan 

maqasidus syari‟ah 

dalam mempertajam 

pemeikiran serta 

pendapatnya. 

5. Eka Apriyudi 

Artikel berjudul 

“Pembagian Harta 

Waris Kepada Anak 

Kandung Non Muslim 

Melalui Wasiat 

Wajibah” mengulik 

Artikel tersebut 

penelitianya 

diperkhususkan 

kepada kedudukan 

anak kandung non-

muslim dihadapan 
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tentang wasiat 

wajibah sebagai 

konsep kewarisan di 

Indonesia untuk anak 

kandung yang tidak 

beragama islam dalam 

mendapatkan hak 

waris. 

hukum kewarisan di 

Indonesia. 

6.  
Achmad 

Jarchosi 

Topik pembahasan 

dalam artikel tersebut 

yaitu penerapan 

wasiat wajibah yang 

salah satunya di 

peruntukan bagi ahli 

waris non-muslim. 

Artikel tersebut hanya 

berfokus pada 

pelaksanaan wasiat 

wajibah yang sesuai 

dengan ketentuan 

hukum positif yang 

berlaku di Indonesia. 

7.  Sri Hidayati 

Artikel tersebut 

mengupas masalah 

konsep penerapan 

wasiat wajibah 

sebagai solusi dari 

persoalan 

terhalangnya hak 

waris anak non-

muslim untuk 

memdapatkan harta 

warisan 

Dalam mengkaji 

persoalan wasiat 

wajibah artikel 

tersebut menggukana 

pendekatan 

perbandingan 

(comparative 

approach), yang mana 

negara muslim 

menjadi objek 

penelitian. 

8.  Dhea Swasti 

Artikel tersebut 

membahas mengenai 

pewarisan harta waris 

anak yang berbeda 

agama dengan orang 

tuanya. 

Pendekatan kasus 

(case approach) 

dipilih sebagai 

pendalaman dalam 

menulis penelitian 

tersebut. 

9.  
Yusuf 

Somawinta 

Artikel tersebut 

membahas mengenai 

konsep wasiat wajiabh 

sebagai alternative 

pemberiah harta waris 

bagi ahli waris non-

muslim 

Artikel tersebut 

menggunakan 

pendekatan 

perundang-undangan 

(statute approach) 

untuk menjawab 

rumusan masalah. 

10.  Nurul Astitin 

persamaan kedua 

penelitian ini yaitu 

sama-sama 

menganalisis wasiat 

wajibah dan 

penerapanya  di 

Indonesia. 

Pisau uji yang 

digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 

pemikiran Ibnu Hazm 

seorang ulama‟ 

terkemuka yang hidup 

pada zaman dinasti 
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Umayyah. Untuk 

penelitian yang 

peneliti gunakan yaitu 

maqasidus Syari‟ah 

dam pembahasan 

keduanya sangat jauh 

berbeda 

Pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut hanya membahas 

konsep umum dalam pemberian wasiat wajibah di Indonesia baik yang 

ditinjau dari ketentuan syara‟, hukum positif, maupum perbandingan 

hukum antar negara. Untuk melengkapi dan menyempurnakan pemahaman 

mengenai wasiat wajibah penulis melakukan penelitian tentang wasiat 

wajibah dengan meninjau penerapan serta kajian teori wasiat wajibah dari 

sisi maqosidus syariah serta urgensi wasiat wajibah untuk menjaga 

persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 

demikian penelitian yang sudah ada terlebih dahulu tersebut lebih 

sempurna dan bisa menjadi pemahaman baru serta terbarukan untuk 

perubahan peradaban zaman. 

B. Kajian Teori 

Kajian teori merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian ilmiah 

yang fungsi dan kegunaanya untuk memecahkan masalah yang sedang 

diteliti, posisi dan kedudukan kajian teori sangat penting dan pantang untuk 

ditinggalkan. Guna mencapai tujuan dari pokok permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini, dan yang dikaji serta dijadikan bahan pendalaman 

penelitian ini akan menggunakan beberapa teori, antara lain: 
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1. Teori Maqosidus Syari‟ah  

Istilah maqosidus syari‟ah terbentuk dari dua kata maqosid dan 

al-syariah, jika ditinjau dari segi bahasa maqosid menurut Busyro adalah 

sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk 

mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang 

lurus (kebenaran), sedangkan al-syari‟ah diartikan sebagai tempat tumbuh 

dan sumber mata air
12

. 

Menurut Ahmad Muzammil Alfan Nasrullah jika ditinjau 

menurut bahasa maqasidus syari‟ah merupakan gabungan dari dua kata 

yang memiliki arti masing-masing, maqasid bentuk jamak dari kalimat   

maqsudun berarti maksud atau tujuan, jika ditasrif dari wazan qasoda 

yaqsidu qosdan, sedangkan kata syari‟ah diartikan sebagai agama, millah, 

metode, jalan, dan Sunnah. Jika digabung menghasilkan pemahaman 

bahwa fakta manusia dapat merasakan manfaat yang ditujukan oleh 

hukum-hukum yang telah ditetapkan
13

. 

Holilur Rohman dalam bukunya yang berjudul Metode Penetapan 

Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah menjelaskan, bahwa kata 

maqasid merupakan bentuk jama‟ dari kata maqsid artinya sesuatu yang 

                                                             
12

 Busyro, Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, (Jakarta 

Timur: Prenada Media Group, 2019), 7-9. 
13

 Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, “Maqashid Syari‟ah: Konsep, Sejarah, dan 

Metode” (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 3 
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dituju atau tujuan yang ingin dicapai, untuk kata al-syari‟ah berarti tempat 

mengalirnya air
14

. 

Jika dikaji dari segi terminology maqasidus syariah banyak para 

ilmuan dan juga ulama‟ ushul fiqh yang sudah mendefinisikan, seperti 

yang penulis kutip dalam buku Maqasid Al-Syari‟ah: Metode Ijtihad dan 

Pembeharuan Hukum Islam yang dikarang oleh Agus Hermanto mengutip 

pendapat Ibnu Asyur mengatakan maqasidus syariah sebagai: 

ََِِفِِِعِِارِِلشِ لِِِةُِظَِحُوِْمَلِْلْاَِِِمُِكَِالََِِِِانِِعَِمَِالِِْيَِىِِ اِهَِمِِظَِعِْمَُِِِْاَِِيعِِرِِشِْالتِ ِالِِوَِحِْاَِِعِِيِِْ
ََِْلَِِثُِيِْبَِِ ِبِِهَِمُلََحَظتَ ُِِصِ تَِِ ِاَِمِِِاصٍِخَِِعٍِوْنِ َِِنِْمِِِنِِوِْلكَِا ِةِِعَِي رِِِْالشَِِامِِكَِحِْن
ِاَِذَِِىِ فِِِلُِخُِدِْيَِف َِ ِالعَِهَِت ُِايَِغَََِِِةِِعَِي رِِِْالشِ ِافُِصََِِْا ََِْتِِِالِ انِِعَِمَِالََِِِْةُِامِ ا ِوِْلُِِ
ََِِهَِتِِظَِحَِلََِمُِِنِْعَِِعُِيرِِِْشِْالتِ  ِاَِذَِِىَِفِِِلُِخُِدِْيَِا ِمَِضًِيِْا ِتِْسَِيْلَِِِمِِكَِالِِِنَِمِِِانٌِِعَِا
ََِفِِِةٌِظَِوِْحُِلِْمَِ ِاِهَِن ِْمِِِةٍيَِِثِِكَِِِاعٍِوَِن ِِْاَِفِِِةٌِوظَِحُِلِْاِمَِهَِن ِ كِِلَََِِِامِِكَِحِْالَِِرِِائِِِ

maqasidus syari‟ah merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah 
yang dipancarkan syari‟ah disetiap penetapan hukumnya. Hal 

tersebut tidak berlaku pada golongan hukum-hukum tertentu, 

cakupannya termasuk dalam sifat, tujuan umum, dan makna syariat 

yang termuat pada aturan-aturan hukum, termasuk juga makna-

makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum tapi 

terkandung dalam hukum-hukum lain
15

. 

Agus Hermanto juga mengutip pandapat Al-Raisuni yang mengatakan 

bahwa maqosidus syari‟ah itu: 

اِهَِيقِِقِِتَِِْلِِجِْلَِِِةُِعَِي رِِِْالشِ ِتِِعَِضَُِِِِتِِْالِ ِتُِايَِالغَِِيَِىِِِةِِعَِي رِِِْالشِ ِدَِاصِِقَِمَِِنِ اِِ
ِادِِبَعِِِالِةِِحَِلَِصِْمَِلِِ

sesungguhnya maqasidus syari‟ah ialah tujuan-tujuan yang 

ditetapkan syari‟ah guna diwujudkan untuk kemaslahatan manusia.
16

 

                                                             
14

 Holilur Rohman, “Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syari‟ah”, 

(Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020), 1 
15 Agus Hermanto, 22 
16 Agus Hermanto, 23 
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Pendapat Nurruddin Al-Khodimi juga dikutip oleh Agus Hermanto, 

mengatakan: 

ََِهَِي ِْلَِعَِِةُِبَتِرَِِِّت َِمُِالََِِِْةِِيِ عِِرِْالشِ ِامِِكَِحِِْالَِفِِِةُِظَِوِحُِلِْمَِلِِْاَِانِِعَِمَِالِِْيَِىِِِدُِاصِِقَِمَِلْاَِِ ِاءًِوَِاِ
ِيَِىََِِِِةًِيِ الََِِِْاِِِاتًِسََِِِِْاَِِةًِي لِِِكُِِحًِِالِِصَِمََِِِْاَِِةًِي ئِزِِِْاِجُِمًِكَِِحِِانِِعَِمَِالِِْكَِلْتِِِِتِْانَِكَِ
ِنِِيِْارَِِالدَِفِِِانِِسَِنِْالِِِةَِحَِلَِصِْمَََِِِاللِِِةَِيِ ودِِبُعُِِِرًِي رِِْقِِْت َِِدٍِاحََِِِِفٍِدِْىَِِنَِمِْضِِِعُِمِ جَِتَِت َِ

Maqosid al-syari‟ah adalah makna-makna yang muncul pada hukum 

syari‟ah tersistem menurut tingkatan-tingkatannya, baik makna itu 

berbentuk hikmah bagi orang banyak, nilai-nilai kemaslahatan luas, 

atau berbentuk sifat-sifat umum, semua itu memiliki satu tujuan 

untuk merealisasikan penghambaan manusia kepada allah serta 
mencapai kebaikan bagi manusia di dunia sampai akhirat

17
. 

Selain pendapat-pendapat terkemuka tersebut penulis juga 

mengutip tulisan Busyro dalam buku yang berjudul Maqashid Al-Syari‟ah: 

Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah. Dalam karyanya Busyro 

mengambil pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang mendefinisikan maqasidus 

syari‟ah sebagai: 

ََِِفِِِةِِوظَِحُِلِْمَِالِِْافُِدَِىِْالَََِِِنُِِاعَِمَِالِِْيَِىِِِةِِعَِي رِِِْالشِ ِدُِاصِِقَِمَِ َِِْاَِِوِِامِِكَِحِْاَِِعِِيِِْ
ِمٍِكِْحُِِدَِنْعِِِِعُِارِِاِالشِ هَِعَِضَََِِِتِِالِ ِرِِارََِِْالَََِِِةِِعَِي رِِِْالشِ ِنَِمِِِةُِايَِالغَِِيَِىَِِِِْاِاَِهَِمِِظَِعِْمُِ
ِاهَِامِِكَِحِْنِاَِمِِ

maqasidus syari‟ah merupakan makna dan tujuan yang dapat dicatat 

pada setiap hukum dan untuk menggunakan hukum itu sendiri, juga 

bisa dideskripsikan dengan tujuan akhir dari syari‟at islam serta 

rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-syar‟i pada setiap hukum 

yang ditetapkanya
18

. 

                                                             
17

Agus Hermanto, “Maqasid Al-Syari‟ah: Metode Ijtihad dan Pembaharuan 

Hukumkeluarga Islam”, (Malang: CV. Literai Nusantara Abadi, 2022), 23. 
18

 Busyro, “Maqashid Al-Syari‟ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah”, (Jakarta 

Timur: Prenadamedia Group, 2019), 10. 
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Dalam buku yang berjudul Maqasid Al-Syari‟ah dan Hukum 

Islam karya Ahmad Junaidi mengutip pendapat Shihab Al-Din Al-Qadafi 

maqasidus syari‟ah adalah: 

ِت َِِمَِل ِاِِِدِِاصِِقَِمَِالِِْنَِمِِِعُِرِْالشِ ِرُِب َِت َِعِِْي ُِلَِ ِلٌِاصِِمَُِِحٌِيِْحِِصَِِضٌِرِْغَِِوِِبِِِقَِل عَِِا
 ةٍِدَِسَِفِْمَِلِِِعٌِيرِِِْذََِِِْاَِِةٍِحَِلَِصِْمَِلِِ

suatu hal dari hukum islam yang dilandasi oleh syari‟at tidak bisa 

dianggap sebagai tujuan (maqasid), kecuali tertambat padanya tujuan 

sahih yang dapat meraih kemaslahatan atau mencegah 

kemafsadatan
19

. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa maqosidus 

syari‟ah merupakan seperangkat teori untuk merumuskan pemahaman 

mengenai hukum Islam dan pengaplikasiannya terhadap kehidupan 

manusia untuk mencapai kemakmuran serta kebahagiaan baik didunia 

sampai diakhirat. Tujuan Syariat diturunkan kedunia melalui Nabi 

Muhammad tersampaikan dalam Al-Qur‟an surat Al-Anbiya‟ ayat 107, 

yang berbunyi: 

 ۞يَِْمِِلَِعَِلْلِِِِةًِحَِِْرَِل ِاِِِكَِنَلََِِِْرِْاِاَِمَََِِ
Artinya: “kami tidak akan mengutus engkau (Muhammad), kecuali sebagai 

rahmat bagi seluruh alam”
20

. Ayat tersebut dengan gamblang mengatakan 

bahwa Syari‟at yang di bawa oleh Nabi Muhmmad untuk rahmat bagi 

seluruh alam, hal ini juga merupakan semangat tujuan syariat. 

                                                             
19

 Ahmad Junaidi, “Maqasid Al-Shari‟ah dan Hukum Islam”, (Depok: Pena Salsabila, 

2021), 5 
20

 Departemen Agama RI (Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an), Al-Qur‟an dan 

Terjemah, (Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 331 
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Kedudukan maqasidus syari‟ah dalam kajian Hukum Islam 

memilki peranan yang sentral, hal ini disebabkan beberapa alasan pertama 

sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur‟an dan hadist yang 

kemunculanya pada zaman Nabi Muhammad sehingga aturan didalamnya 

mengikuti zaman nabi, lantas bagaimana dengan fenomena hukum yang 

terjadi saat ini yang jauh berbeda dengan zaman nabi, jawabanya 

permasalahan zaman sekarang bisa terpecahkan dengan kajian mendalam 

yang salah satu aspek kajianya adalah maqasidus syari‟ah, kedua kunci 

kesuksesan seorang mujtahid dalam berijtihad adalah dengan memahami 

konsep atau teori maqasidus syariah sebagai senjata dalam berargumentasi 

serta mengolah pemikiran
21

. 

Pada dasanya objek pembahasan dalam teori maqasidus syari‟ah 

sejatinya hanya bersinggungan dengan hikmah dan ta‟lil
22

. Kedunya 

memiliki fungsi masing-masing ta‟lil atau illat adalah sifat yang 

mempengaruhi terbentuknya suatu hukum dengan mengacu pada objek 

kajian yang jelas dapat diukur serta keberadaanya sesuai dengan ketentuan 

hukum, Sementara hikmah merupakan sebuah analisi berdasarkan tujuan 

dan maksud disyari‟atkan hukum dengan bentuk kemaslahatan untuk 

manusia. 

Penggalian hukum menggunakan Maqosidus Syari‟ah harus 

melihat masalah yang terjadi untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan 

                                                             
21

 Ghofar Shidiq, “Teori Maqasidus Syariah dalam Hukum Islam”, Sultan Agung Vol. 

XLIV No. 118 (Juni – Agustus 2009), 119. 
22

 Ali Mutakin, ”Teori Maqasidus Syari‟ah dan Hubunganya dengan Metode Istimbath 

Hukum”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3 (Agustus, 2017), 568. 
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bagi semua umat manusia, dalam Maqosidus Syari‟ah ada beberapa 

tingkatan dalam menilai sebuah maslahah. Jika ditinjau dari aspek 

pengaruhnya, maslahah dibagi kedalam tiga tingkatan
23

: 

a. Dharuriyah, merupakan maslahah yang bersifat primer dan harus 

dipenuhi jika tidak terpenuhi dapat mengancam jiwa serta pengaruhnya 

dapat berdampak pada urusan agama dan kehidupan. Dengan ini 

maslahah dharuriyah sebagai maslahah tertinggi dibandingkan dengan 

maslahah-maslahah yang lain. Penyelesaian permasalahan yang 

bersifat dharuriyah ini harus segera dituntaskan jika tidak maka 

kehidupan manusia akan hancur baik kehidupan dunia maupun 

kehidupan akhirat. 

b. Hajiyat, adalah maslahah yang memiliki sifat sekunder yang mana jika 

permasalahan ini muncul tidak akan menyebankan kehancuran umat 

manusia akan tetapi jika keberadaanya tidak cepat ditangani atau solusi 

dari masalah hajiyat tidak cepat ditemukan akan membuat kehidupan 

manusia mengalami kesuitan. 

c. Tahsiniyat, yaitu maslahah yang bersinggungan dengan moral manusia 

yang tujuannya untuk kebaikan dan kemuliaan, kemunculannya tidak 

sampai menyebabkan kehancuran dan kesulitan dalam menjalani 

kehidupan. 

Berdasarkan uraian tersebut kemaslahatan yang bersifat pokok 

mencakup lima unsur perkara dikenal dengan nama al-kulliyyat al-khams 

                                                             
23

 Ghofar Shidiq, “Teori Maqasidus Syariah dalam Hukum Islam”, Sultan Agung Vol. 

XLIV No. 118 (Juni – Agustus 2009), 123 – 124. 
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(lima hal pokok), lima hal pokok terebut oleh para ulama‟ disebut 

sebagai dasar-dasar tujuan umum syari‟at keberadaanya harus dijaga 

serta dilestarikan. Kelima hal pokok tersebut yaitu: 

a. perlindungan terhadap agama 

Islam merupakan agama rahmatan lilalamin yang sangat 

menjunjung tinggi toleransi dan kebebasan dalam berkeyakinan, setiap 

pemeluk agama berhak untuk beribadah sesuai dengan apa yang 

diyakini dan diimani, hal ini tercermi dalam Al-Qur‟an surat Al-

Baqarah ayat 256 yang berbunyi 

ِالدِّيْنِِ  ِفِِ ِاكِْراَهَ ِالْغَيِِِّلَ ِمِنَ ِالر شْدُ َ ِت  بَ ي  ِتِِوِْاغُِلَِّ بِِِرِْفُِكِْيَِِنِْمَِفَِِقَدْ
َِِْدِِقَِف َِِللِِبِِِنِْ مِِؤِْي ََُِِ اُللِسَِيْعٌِِلََاَِ ِامَِصَِفِِِانِْىِلَِقِ ثْ وُِِالِِْةََِِرِِْعُِلْبِِِِكَِسَِمِْتَِا ََ

 عَلِيْمٌ۞
tidak ada pakasan untuk (memasuki) agama (Islam), 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang 

sesat. Barang siapa ingkar kepada taghut serta beriman kepada 

Allah maka sunggu ia telah berpegang (teguh) pada tali yang 

kuat dan tidak akan putus. Allah maha mendengar dan maha 

mengetahui.
24

. 

Dari ayat terebut sangat jelas bahwa sebagai umat Islam tidak 

diperbolehkan untuk memaksakan keyakinan orang lain untuk 

memeluk agama Islam, secara tersirat ayat tersebut juga 

memerintahkan umat islam untuk berlaku adil dan toleransi terhdap 

pemeluk agama lain.  

Demikian sudah jelas bahwa menjaga agama sebagai tujuan 

syari‟at adalah untuk melindungi agama Islam dari permusuhan 
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dengan menjunjung toleransi umat beragama, toleransi dalam Islam 

dengan cara bertingkah laku yang baik, menghargai pemeluk agama 

lain, berhubungan muamalah yang lembut, bersikap ramah terhadap 

tetangga, serta saling tolong menolong dengan pemeluk agama lain, 

hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan 

lilalamin. 

Dalam tulisan Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar yang berjudul 

Maqashid syariah mengatakan bahwa setiap orang kafir dzimmi di 

negara Islam atau yang tunduk terhadap negara Islam memiliki hak 

dan kewajiban seperti kaum muslimin
25

. Dalam hal ini pemerintah 

sebagai pemagku kebijakan sudah sepantasnya untuk menjaga seluruh 

rakyatnya dengan membuat peraturan yang sesuai dengan ketentuan 

syari‟at Islam namun tidak mengkerdilkan pemeluk agama non-

muslim. 

Sikap dan tindakan toleransi terhadap non-muslim haruslah 

dibangun untuk dapat menjalankan hidup yang damai tentram dan 

makmur, tujuan dari penjagaan agama adalah terciptanya kedamaian 

umat beragama dalam menyongsong masyarakat yang bermartabat. 

Kehidupan yang damai akan menentramkan manusia, kedamaian 

dalam beragama di negara yang sebesar Indonesia sangatlah penting 

unuk dijaga. Inilah tujuan syari‟at dalam menjaga agama, umat Islam 
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sepantasnya mampu untuk menjalankan tujuan syariat yang tidak 

mengkerdilkan pemeluk agama lain. 

b. perlindungan terhadap jiwa 

Jiwa setiap manusia merupakan anugrah yang luar biasa 

pemberian dari Allah SWT, manusia memiliki jiwa yang harus dijaga 

untuk menunjukkan dan membumikan agama Islam.  Untuk 

mengakomodir hal terebut Allah berfirman dalam Al-Qur‟an surat Al-

An‟am ayat 151, yang berunyi 

ِاَِوِْالَِعَِت َِِلِْقُِ ِحَِمَِِلُِتِْا ِوِْكرُِِشِِِْتُِل ِاَِِمِْكُِيْلَِِعَِِمِْكُِب رَِِِمَرِِ ا ََِِئًِي ِْشَِِهِ بِ ا ِنِِيْدَِِالِِوَِلْبِِِا
اِوََِْلَِتَ قْربَ ُِِمْاِىُِيِ اََِِِِمِْكُِقزُُِرِِْن َِِنُِنَِِْقٍِ لََِمِْاِِِنِْمِِِمِْكُِدَلََِِِْاِاَِوِْلُِت ُِقِِْت َِلَََِِِانًاِسَِحِْاِِ
ِال تََِِْلَِِنَاََِِّبَِِامَِاََِِهَِن ِْمِِِرَِهَِاِظَِمَِِشَِاحِِوَِفَِالِْ ََ ِِِتَ قْتُ لُوْاِالن  فْ حَر مَِاُللِاِل 

هِ ِمِْكُِصِّ ََِِمِْكُِلِذِِ ِبِلَْقِِّ   نَ۞وِْلُقِِِعِْت َِِمِْكُِلِ عَِلَِِب 

katakanlah (Muhammad) mari aku bacakan apa yang 

diharamkan tuhan kepadamu jangan mempersekutukannya 

dengan apapun berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah 

membunuh anak-anakmu karena miski kamilah yang memberi 

rizki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu 

mendekati perbuatan keji baik yang terlihat maupun yang 

terembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu 

(sebab) yang benar demikianlah dia memerintahkan kepada mu 

agar kamu mengerti
26

. 

 

Ayat tersebut sudah jelas mengatakan bahwa larangan untuk 

membunuh, hal ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap jiwa 

sebagai bentuk pemuliaan agama Islam terhadap kehidupan manusia, 

oleh sebab itu jiwa manusia harus dijaga, dipelihara, dipertahankan, 
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dan tidak menyebabkan kepada kerusakan dan kehancuran, karena 

setiap jiwa akan melahirkan jiwa jiwa yang lain. 

Kematian dan pembunuhan sangatlah berbeda, yang mana 

kematian didefinisikan keluarnya ruh dari dalam jasad manusia, 

sedangkan pembunuhan diartikan sebagai perusakan struktur tubuh 

yang menyebabkan keluarnya ruh
27

. Berdasarkan hal tesebut maka 

tindakan membunuh termasuk dalam perkara keji dan perbuatan 

peghancuran karena orang yang melakukan pembunuhan telah 

menyalahi fitrah yang diciptakan Allah SWT.  

Orang yang melakukan pengambilan nyawa orang lain 

dengan membunuh menjadikanya terhalang dari hak yang seharunya 

ia kuasai baik itu harta benda ataupun yang lainya. Pertikaian 

merupakan salah satu penyeban adanya tindakan saling membunuh 

ini, oleh sebab itu maqosidus syari‟ah sebagai tonggak penegakan 

syari‟at agam Islam melarang tindakan pertikaian. 

Maqosidus syari‟ah telah mengatur rumusan yang benar-

benar menjunjung tinggi harkat dan martabat namusia terutama umat 

Islam itu sendiri agar tidak terjadi pertumpahan darah antar saudara. 

Karena setiap jiwa manusia berharga dan hidup manusia merupakan 

anugrah terbesar yang Allah berikan. 
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c. perlindungan terhadap akal 

Karunia Allah yang diberikan kepada manusia berupa akal 

yang mampu membedakan baik dan buruk, akal yang diberikan sudah 

sepantasnya untuk dijaga dan dirawat untuk kemaslahatan umat 

manusia, akal merupakan bentuk penyempurnaan manusia 

dibandingkan dengan makhluk Allah di bumi, hal ini sudah tertulis 

dalam Al-Qur‟an surat Al-Isra‟ ayat 70, yang berbunyi: 

ِبَنِِْ كَِر مْنَا ََِحَلَْن ِ ا ََِِلَقَدْ ََرَزَقْ ن ِ ِهُمِْدَمَ ِ ََالبَحْرِ ِ ِالبَ رِّ ِمِِّفِِ ِالَّ يبِِّ هُمْ تِِنَ
كَِثِيٍِْمِّّ نِْخَلَقْنَاِتَ فْضِيْلًَ۞هُمِْعَلِ ََفَض لْن ِ  ِى

dan seungguhnya telah kami muliyakan anak-anak adam kami 

angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki 

dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan 

kelebihan yang sempura atas kebanyakan makhluk yang telah 

kami ciptakan
28

. 

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa keberadaan akal dalam diri 

manusia merupakan suatu bentuk kemuliaan dan keberadaanya harus 

dijaga. 

Akal pikiran yang ada dalam diri manusia sebagai petunjuk 

menuju ma‟rifat kepada Allah SWT, dengan akal pikiran manusia 

mampu mengetahui dan mengenal tuhanya, dengan akal pikiran 

manusia bisa mendapatkan kebenaran yang hakiki, dengan akal 

pikiran manusia mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi 

larangan-larangan Allah. Demikia bisa diambil sebuah pegetahuan 

bahwa keberadaan akal sangatlah krusial dan organ paling penting. 
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Dalam pengertian bahasa akal berakar dari bahasa Arab yang 

artinya ikatan, karena akal pikiran bisa mengikat dan mencegah 

manusia untuk melakukan tindakan-tindakan kemungkaran
29

, inilah 

alasan syari‟at memerintahkan manusia untuk menjaga akal 

pikirannya supaya tidak liar dan mampu mengantarkan manusia 

menuju jalan kebaikan dan kebenaran. 

Menjaga akal dapat dilakukan dengan cara belajar dan 

memahami makna kehidupan, setiap orang yang ingin menjaga 

akalnya agar tetap bisa terkendali dengan mengenyam pendidikan 

dengan maksimal. Pendidikan disini bukan hanya soal bangku sekolah 

ataupun bangku kuliah, akan tetapi setiap pengelaman yang dilalui 

juga bisa dikatan sebagai pendidikan sosial kemasyarakatan. 

Memiliki akal pikiran yang baik merupakan keinginan setiap 

manusia, dengan akal yang sehat dan mampu memecahkan sebuah 

masalah manusia akan mampu untuk menjalani kehidupan didunia 

dengan bahagia dan mencapai puncak kesuksesan di akhirat kelak. 

Inilah mengapa syari‟at Islam sangat memuliakan akal 

dengan melindunginya dan menempatkanya pada posisi yang krusial 

dan harus dijaga dan dirawat dengan sangat baik kesehatan akal harus 

diciptakan dengan demikian manusia mampu untuk memanusiakan 

manusia yang laian dan tidak saling merugikan., selain itu kedudukan 
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akal pikiran dalam diri manusia yang membuatnya mulia 

dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainya. 

d. perlindungan terhadap keturunan 

Islam sangatlah memperhatikan jalur keturunan atau nasab, 

anak keturunan dianggap sebagai penerus kehormatan dari orang 

tuanya, dalam memelihara keturunan Islam melarang seseorang untuk 

melakukan perbuatan zina karena akan merusak garis keturunan. 

Adanya hukum yang mengatur perkara perkawinan membuktikan 

bahwa Islam dengan sunggung-sungguh untuk melindungi harkat dan 

martabat manusia. 

Dengan adanya ikatan pernikahan yang sah menghasilkan 

keturunan yang dapat diakui oleh agama dan juga negara, anak akan 

dengan mudah mendapatkan hak-haknya dan menjalankan 

kewajibanya. Maqosidus syari‟ah mengakomodir hal ini dengan 

memberikan perlindungan supaya ikatan nasab anatara orang tua dan 

anak bisa terjalin dengan kuat. 

Nasab merupakan pondasi paling mendasar dalam hubungan 

keluarga yang menopang hubungan diantara anggotanya, sebab itulah 

Islam sangat memperhatikan kedudukan hubungan kekerabatan dalam 

keluarga selain untuk memperkuat keberadaan agama Islam juga 

untuk melindungi kehormatan setiap umat
30

. 
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Pengakuan atas keberadaan anak sangatlah penting karena 

anak sebagai penerus generasi dari leluhurnya perlu untuk didukung 

dengan maksimal, keturunan yang lahir dari ikatan yang pernikahan 

yang sah akan mempermudah agama Islam untuk mencapai rahmatan 

lil „alamin, inilah tujuan syari‟at memasukkan perlindungan terhadap 

keturunan kedalam lima pokok perlindungan syari‟at. 

Agama Islam menghendaki setiap keluarga muslim untuk 

dapat menyebar luaskan agama dengan jalan perdamaian, salah 

satunya dengan ikatan pernikahan dan pengakuan terhadap hak-hak 

anak hasil pernikahan. Dengan hadirnya seorang anak agama Islam 

akan semakin besar dan luas, tujuan memberikan rahmat untuk 

seluruh alam akan dengan mudah untuk diraih dan diwujudkan. 

Cara Islam untuk melindungi keturunan dengan 

mengharamkan perzinahan agar pengakuan terhadap kedudukan anak 

serta pemberian hak-hak anak dapat dengan mudah untuk di 

distribusikan kepada yang berhak untuk mendapatkanya
31

. 

e. perlindungan terhadap harta 

persoalan harta merupakan hal mendasar dalam kehidupan, 

manusia tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan harta benda, 

berbagai bentuk aktifitas manusia akan bersinggungan dengan harta. 

Dalam ilmu sikologi manusia akan mencari harta untuk 
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mempertahankan eksistensinya
32

. Sudah menjadi fitrah manusia untuk 

menunjukkan eksistensinya dalam bersosialisasi. 

Setiap harta yang dikumpulkan akan ada masanya untuk 

ditinggalkan, peran maqosidus syari‟ah untuk menjaga harta dengan 

adanya hukum waris, dalam mengakomodir perlindungan terhadap 

harta maqosidus syri‟ah memastikan agar sesama muslim untuk tidak 

memakan harta saudara yang lainnya. Karena hal ini sangat dilarang 

oleh Allah SWT, dalam Al-Qur‟an urat Al-Baqarah ayat 188 Allah 

berfirman 

ََِْلَََِِ اِقًِي رِِِْاِفَِوِْلُِكُِأِْتَلِِِِامِِكِ ِالُِْلَِاِاِِاِبَِِوِْلُدِِْتََُِِِلِِطِِابَلِْبِِِِمِْكُِنَِي ِْب َِِمِْكُِلَاِوَِمِْاِاَِوِْلُِكُِِ
ِنَ۞وِْمُِلَِعِْت َِِمِْتُِن ِْاَََِِِثِِْلِِْبِِِاسِِالنِ ِلِِاوَِمِْاَِِنِْمِِّ

dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) 

kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu 

dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu 

dengan (jalan terbuka) dosa, padahal kamu mengetahui
33

. 

Ayat terebut mengisyaratkan agar sesama muslim untuk tidak 

memakan harta saudara muslim yang lain, dalam konteks kenegaraan 

Indonesia dengan beragam agama yang bersatu ayat tersebut akan 

berlaku yang sama, diharamkanya seseorang untuk memakan harta 

orang lain. 

Dengan demikian teori maqosidus syari‟ah jelas untuk 

memberikan rahmat bagi semua alam. Untuk mengkaji dan menguji 
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apakah Syari‟at Islam dapat mengakomodir wasiat wajibah sebagai bentuk 

pembagian harta peninggalan atau harta waris seseorang yang telah 

meninggal dunia kepada aahli waris yang terhalang untuk mewarisi karena 

berbeda agama (non-muslim). Dalam penelitian ini maqosidus syari‟ah 

memiliki kedudukan sebagai pisau untuk mengupas penalaran tantang 

penerapan sistem kewarisan Islam yang ada di Indonesia, terutama dalam 

konsep wasiat wajibah yang ada dalam sistem hukum kewarisan di 

Indonesia. 

Terori maqosidus syariah dipilih karena belum ada penelitian 

tentang wasiat wajibah yang menggunakan pisau uji teori maqosiadus 

syariah, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengangkat isu pembagian 

harta waris untuk ahli waris non-muslim menggunakan teori maqosidus 

syariah. Guna menjawab persoalan yang sudah penulis rumuskan dibagian 

rumusan masalah yang berakar dari latar belakang penelitian yang capaian 

dan harapannya setelah peneliti meyelesaikan penelitian ini bisa 

memberikan dampak dan mafaat untuk semua pihak. 

2. Teori Wasiat Wajibah 

2.1. Pemahaman Umum Tentang Wasiat 

Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dimaknai sebagai 

pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga 

yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia
34

. kata wasiat 
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dalam Al-Qur‟an memiliki bentuk fi‟il madhi wassho, tawassho, 

ausho yang diartikan sebagai pesan, ketetapan, perintah, dan 

mewajibkan
35

. Pemberian yang diberikan oleh pewaris sebelum 

meninggal dunia berupa barang yang manfaatnya bisa digunakan 

orang lain yang bukan tergolong ahli waris. Pada dasarnya 

pembahasan wasiat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

hukum waris, banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk 

mendapatkan wasiat, membuat wasiat, dan melaksanakan wasiat. 

Wasiat juga merupakan salah satu konsep peralihan kepemilikan harta 

seseorang yang telah meninggal dunia, namun peruntukanya bukan 

untuk ahli waris tapi orang lain yang bukan tergolong ahli waris. 

Sedangkan dalam buku Pengantar Hukum Waris karya 

Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, kata wasiat serapan bahasa arab 

Al-Washiyatu diartikan sebagai pesan, perintah, dan nasihat. Jika 

ditinjau dari segi istilah wasiat merupakan penyerahan harta dengan 

sukarela dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah orang 

yang memberikan wafat, baik pemberian itu berbentuk materi atau 

manfaat. Lebih lanjut Aryono menyimpulkan bahwa wasiat dapat 

dipakai sebagai tindakan sukarela pewaris memberikan hak atau benda 
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kepada orang lain tanpa mengiginkan imbalan yang berlaku setelah 

pemberi wasiat meninggal dunia
36

.  

Sedangkan dalam buku karya I Nyoman Sujana, dkk yang 

berjudul “Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat 

Wajibah Terhadap Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia” 

mendeskripsikan wasiat sebagai pemberian seseorang kepada orang 

lain dalam bentuk barang, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki 

orang lain yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal 

dunia
37

. 

Aulia Muthiah dalam bukunya Hukum Islam: Dinamika 

Seputar Hukum Keluarga mendeskripsikan wasiat sebagai pemberian 

berupa harta yang diberikan kepada seseorang yang berstatus bukan 

ahli waris dan pemberian wasiat tersebut berlaku setelah 

meninggalnya sipemberi wasiat
38

.  

Dari beberapa pemaparan pemahaman diatas mengenai 

wasiat panulis simpulkan bahwa wasiat merupakan bentuk pemberian 

secara cuma-cuma kepada orang lain yang berstatus bukan ahli waris 

baik yang berupa harta benda, hutang-piutang, atau pun manfaat yang 

berlaku setelah si pemberi wasiat meninggal dunia. 
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Dasar pemberian wasiat banyak sekali termaktub dalam Al-

Qur‟an namun disini penulis akan menggunakan dasar hukum wasiat 

yang terdapat dalam Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 180 dan Al-

Maidah ayat 106,yang berbunyi 

ِاَحَدَِِكُتِبَِ ِحَضَرَ ِاذَِا ِالِْعَلَيْكُمْ ِخَي ْرًِمَِكُمُ ِتَ رَكَ ِاِنْ وْتُ
الوَصِي ةِِِۨ ِاِ 

ِبِلِْ ۞حَقًّاِعَلَىِالِِْمَعْرَُْفاِِللِْوَالِدَيْنََِِالقَْ ربَِيَْ  
ِمُت قِيَْ

diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput 

seseorang diantara kamu jika dia meninggalkan harta berwasiat 

untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik 

(sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa
39

. 

Dalam Surat Al-Maidah ayat 106 yang berbunyi 

ِالِ ي َِ ِاِ ذِِي  هَا ِشَهَادَةُِيْنَ ِاَحَدَِِمَنُ وْا ِحَضَرَ ِاذَِا ِالِْبَ يْنِكُمْ حِيَِِْمَوْتُِكُمُ
ِمِِّالوَصِي ةِاثْ نِ  ََاعَدْلٍ ِذَ ِاِ نِ َْ ِاَ ِفِِخَرِ نْكُمْ ِضَربَْ تُمْ ِانَْ تُمْ ِاِنْ ِغَيْكُِمْ ِمِنْ نِ

ِالَِْ ِفاََصَابَ تْكُمْ ِالِْرْضِ بَةُ تَْبِِِمَوْتِ ِمُصِي ْ
ِمِنِْ  ِالصِ ِسُوْنَ هُمَا ل وةِِبَ عْدِ

ِاِنِِفَ يُ قْسِمِ  ِبِلِل ِِنِ ِنَشْتََِيْ ِلَ تُمْ َِِ ِهِ بِ ارْتَ ب ْ ىِثََنًَا ِذَاقُ رْب  تُمََُِلَنَكِِْلَوكَْانَ
ِاِذًِ ِثَِيَْ۞نَِالِْ مِِاِلِ شَهَادَةَِاِللِاِن 

wahai orang-orang yang beriman apabila salah seorang (di 

antara) kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat 

maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang 

adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama 

(agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi 

lalukamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan 
kedua saksi itu setelah solat, agar keduanya bersumpah dengan 

nama Allah jika kamu ragu-ragu, (demiallah kami tidak akan 

mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walau dia karib 

kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah, 

sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang 

yang berdosa)
40

. 
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Kedua ayat tersebut sebagai dasar pemberian wasiat yang terdapat 

dalam Al-Qur‟an sebagai sumber utama hukum umat Islam. Dari dua 

ayat tersebut juga bisa diambil pemahaman terkait syarat, rukum, 

akibat hukum, serta batalnya seseorang mendapat wasiat yang telah 

diwasiatkan. 

2.2. Syarat yang harus dipenuhi dalam wasiat 

Agar wasiat bisa diberikan maka ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi keberadaanya
41

, antara lain: 

2.2.1. Adanya pewasiat 

Pewasiat merupakan orang yang memiliki kekuasaan penuh 

terhadap hartanya dan merupakan pemilik sah harta yang 

diberikan kepada orang lain, syarat seorang pewasiat ada 

empat yang harus dipenuhi 

a. Balligh, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam 

pasal 194 orang yang berwasiat sekurang-kurangnya 

berumur 21 tahun menjadi syarat mutlak yang disahkan 

secara aturan negara, sedangkan didalam hukum islam 

kadar ukuran seseorang dianggap sudah baliigh atau 

dewasa saat laki-laki mengalami mimpi basah dan 

perempuan menstruasi. 

b. Berakal sehat, sarat seorang pewasiat haruslah berakal 

sehat artinya tidak sedang dalam gangguan mental, 
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memiliki riwayat penyakit mental, serta mampu 

mempertanggung jawabkan segala perbuatanya 

dihadapan hukum. 

c. Memiliki kebebasan untuk berkeinginan, pewasiat dalam 

membuat wasiat tidak boleh dalam tekanan pihak lain, 

jika pewasiat dalam tekanan untuk berwasiat maka 

wasiat yang dibuatnya di anggap tidak sah. 

d. Sadar atas semua tindakan yang dilakukanya, kesadaran 

penuh pewasiat dalam membuat wasiat haruslah terbukti, 

jika seseorang dalam keadaan mabuk, ataupun dalam 

kedaan tertidur lalu berwasit makan hal tersebut tidak 

bisa dianggap sebagai wasiat
42

. 

2.2.2. Seseorang yang menerima wasiat 

Orang yang menerima wasiat haruslah bukan ahli waris dari 

sipewasiat, karena jika berwasiat yang ditujukan kepada 

ahli waris tidah sah wasiat yang dibuatnya, hal ini didasrkan 

pada hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh At-

Tarmizi bahwa tidak sah seseorang yang berwasiat untuk 

ahli warisnya
43

. Untuk seseorang dapat menerima wasiat 

haruslah memenuhi kriteria: 

                                                             
42 Aulia Muthiah, “Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Heluarga”, (Yogyakarta: 

Pustaka Baru, 2023), 206-212. 
43

 Aulia Muthiah, “Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Heluarga”, (Yogyakarta: 

Pustaka Baru, 2023), 207. 



44 

 

 
 

a. Mempunyai keahlian untuk memiliki dan mengelola 

wasiat yang telah diberikan, maknanya tidak akan sah 

wasiat yang diberikan kepada orang yang tidak cakap 

untuk memiliki. 

b. Orang yang menerima wasiat harus masih dalam keadaan 

hidup saat pengucapan ikrar wasiat oleh orang yang 

berwasiat dan penerima wasiat mengetahui atas ikrar 

wasiat yang diperikan kepadanya. Tujuannya agar 

penerima wasiat mengetahui tujuan atas pewasiatan 

untuk dirinya, 

c. Tidak membunuh pewasiat, syarat ini mutlak tidak bisa 

digantikan dengan apapun tindakan pembunuhan dapat 

membatalkan semua bentuk peralihan harta dari 

seseorang kepada orang lain. 

d. Tidak disyari‟atkan harus orang islam, maknanya non-

muslim boleh menerima wasiat asalkan orang kafir zimmi  

sah untuk mendapatkan wasiat, berbeda kasus jika orang 

murtad atau keluar dari agama islam maka tidak boleh 

mendapat wasiat
44

. 

2.2.3. Barang atau benda yang diwasiatkan 

Keberadaan benda yang diwasiatkan harus jelas bahwa 

barang atau benda tersebut milik sah si pewaris dan tidak 
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dalam keadaan ditangguhkan. Adapun syarat dari 

keberadaan barang wasiat haruslah
45

 

a. Barang yang diwasiatkan dapat berapa harta benda yang 

memiliki nilai baik dari segi manfaat ataupun harga jual, 

sehingga semua bentuk hutang piutang tidak boleh 

diwasiatkan karena itu bagian dari simayit yang wajib 

dipenuhi oleh ahli warisnya, begitu juga barang yang 

tidak layak untuk digunakan seperti khomer dan bangkai 

tidak boleh untuk diwasiatkan karena syari‟at 

mengharamkannya. 

b. Keberadaan wujud benda atau berang yang diwasiatkan 

telah ada pada waktu sipewaiat masih hidup, sehingga 

pada saat si pewasiat telah tiada pengalihan hak milik 

dapat dilakukan dengan cepat sesuai dengan ketentuan 

syarat-syarat yang berlaku. 

c. Besaran harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi 

sepertiga dari harta peninggalan pewasiat, hal ini 

dijelaskan dalam buku terjemah kitab Fathul Mi‟in karya 

Zainuddin bin Abdul Aiz Al-Ma‟bari 

 هََُِارِثٌِفٍِاِنِْرَدِ وِ فِِمَرَضٍِمَُِِعَلَىِثُ لُثٍِِئِدٍِلَِفِِزاَ

Tidah sah sebuah wasiat jika objek wasiatnya 

melebihi sepertiga harta dalam keadaan sakit yang 
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dikhawatirkan, jika jumlah tersebut ditolak oleh 

ahli waris
46

. 

 

Dari sini jelas bahwa harta wasiat tidak boleh melebihi 

sepertiga dikhawatirkan ahli waris yang ada tidak 

merelakan harta wasiat tersebut. 

2.2.4. Sighat atau ikrar wasikat 

Pengucapan ikara wasiat oleh pewasiatat haruslah 

disaksikan oleh oleh dua orang saksi, hal ini tertuang dalam 

pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi 

“wasiat yang dilakukan secara lisan dihadapan dua orang 

saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, aau 

dihadapan notaris
47

. Ikar wasiat terdiri dari ijab dan qobul, 

ijab diucapkan oleh ewasiat untuk mewasiatkan hartany 

bendanya sedangkan qobul berupa pernyataan sprima 

wasiat untuk menerima wasiat dari sipewasiat sebagai tanda 

penerimaan dan persetujuan. 

2.3. Batalnya Sebuah Wasiat 

Dalam buku karya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-

Ma‟bari tentang terjemah kitab Fathul Mu‟in mengatakan: 

تَ بَُّْلُِبرِجُُوعٍِ ِنَ قَضْتُ هَاََِىِ ََِ بَ يْعٍِبنَِحْوِ ََ ِلِوَارثِِيِ ََرَىْنٍََِعَرْضٍِِذَا
 اسٍِرِْعَلَيْوََِِغَِ
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wasiat batal akibat adanya kalimat penarikan seperti (aku 

menggugurkannya) dan kalimat (ini milik ahli warisku), 

menjualnya, menggadaikan, menawarkan, dan 

menanami
48

. 

 

Penjelasan tersebut mengatakan bahwa batalonya wasiat itu 

karena lima perkara, antara lain penarikan dengan sebuah kalimat, 

menjual harta wasiat, menggadaikan sehingga harta tersebut 

dalam tangguhan pewasiat, menwarkan kepada orang lan, dan jika 

sebuah lahan ditanami sebuah tanaman makan batal wasiatnya. 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 197 

membahas tentang batalnya sebuah wasiat dengan tiga ayat  

a. Ayat pertama mengatakan bahwa, wasiat menjadi btal jika 

calon penerima wasiat berdasarkan pada putusan hakim yang 

telah berkekuatan hukum tetap dihukum karena 

 Dipersalahkan telah membunuh atau telah mencoba 

membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat 

 Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan 

pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu 

kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau 

hukuman yang lebih berat 

 Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau 

memalsukan surat wasiat dan pewasiat. 
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b. Ayat kedua mengatakan bahwa, wasiat menjadi batal apabila 

orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu: 

 Tidak mengetahui adannya wasiat tersebut sampai 

meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat 

 Mengetahui adanya wasiat tersebut tetapi ia menolak 

untuk menerimanya 

 Mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah 

menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal 

sebelum meninggalnya pewasiat. 

c. Ayat ketiga mengatakan bahwa, wasiat menjadi batal apabila 

yang diwasiatkan musnah
49

. 

Selain pasal 197 tersebut dalam KHI juga ada dua 

pasal lain yang mengatur tentang batalnya wasiat yang tertuang 

dalam pasal 207 dan 208. Pasal 207 menyatakan bahwa wasiat 

tidak diperbolehkan untuk orang yang melakukan perawatan 

kepada seseorang selama sakit dan melakukan tuntunan rohani 

sampai meninggal, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas 

untuk membalas jasa.sedangkan dalam pasal 208 menyatakan 

bahwa notaris dan saksi-saksi pembuat akta wasiat tidak 

berhak menerima wasiat. 
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Sementara itu Jum Anggraeni dan Annisa Nurjannah 

Irawan dalam bukunya mengutip pendapat Az-Zuhaili yang 

mengatakan bahwa golongan pengikut Imam Hanafi dan Imam 

Syafi‟i berpegang teguh bahwa murtadnya pemberi wasiat 

akan mengakibatkan batalnya wasiat, salain itu 

menggantungkan wasiat dengan sebuah syarat yang tidak 

terjada menjadi sebab batalnya wasiat, serta pencabutan wasiat 

secara mufakat oleh pewasiat dengan penerima wasiat julas 

dapat menjadi wasiat yang telah ada sebelumnya. 

2.4. Pemahaman Umum Tentang Wasiat Wajibah 

Bentuk pembaharuan Hukum Islam di Indonesia salah 

satunya dengan tercetusnya konsep wasiat wajibah dalam hukum 

waris yang termuat dalam pasal 209 KHI (Kompilasi Hukum 

Islam).  

Dasar hukum adanya wasiat wajibah terdapat dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 209 didalam pasal tersebut tedapat 

dua ayat
50

 

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan ketentuan 

yang ada dalam KHI, sedangkan orang tua angkat yang tidak 

menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanya sepertiga 

dari harta peninggalan anak angkat. 
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2. Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat 

wajibah sebanyak sepertiga dari harta orang tua angkatnya. 

Dari pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa wasiat wajibah 

peruntukannya untuk anak angkat dan orang tua angkat, yang 

besarannya sepertiga dari harta peninggalan tidak diperkenankan 

untuk melebihi sepertiga harta, hal ini berdasarkan pada ketentuan 

pasal 201 Kompilasi Hukum Islam. 

Pasal tersebut merepakan bentuk pembaharuan didalam 

hukum islam
51

, menurut Ahmad Junaidi dalam bukunya yang 

berjudul Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat dan 

Hukum Islam di Indonesia. Wasiat wajibah sebagai pembaharuan 

didalam hukum islam jika dikaitkan dengan aturan fiqih 

tradisional, didalam Undang-Undang hukum kewarisan juga tidak 

dapat ditemukan tentang aturan wasiat wajibah, bahkan Syariat 

melarang penyamaan kedudukan antara anak angkat dengan orang 

tua angkat sebagai hubungan darah, hal tersebut terdapat dalam 

Al-Qur‟an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang berbunyi 

ِيِْئِِالِّ ِمِْكُِجَِاََزِِْاَِِلَِعَِاِجَِمَََِِِهِ جَوْفِ ِفِِِيِِْب َِلِْق َِِنِْمِِِلٍِجُِرَلِِِِاللُِِلَِعَِاِجَِمَِ
ِجَِمَََِِِمْاِكُِتِهِِ مِ اُِِنِ هُِن ِْمِِِنََِِْرُِهِِظِ تُِ كُِاءَِنَِب ِْاَِِمِْكُِاءَِيَِعِِدِْاَِِلَِعَِا

ِمِْكُِلِذِِ ِمِْ 
ِلَ۞يْبِِِىِالسِ دِِهِْي َِِوَِىََُِِِقِ الَِِْلُِوِْقُِي َِِاللََُِِِمِْ كُِاىِِوَِف ِْبَِِِمِْكُِلُوِِْق َِ

Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu raga, dan 

tidak menjadikan istri-istri mu yang kamu zihar itu 

sebagai ibumu, dan tidak menjadikan anak angkatmu 
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sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanya 

perkataan di mulutmu saja, Allah mengatakan yang 

sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)
52

. 

ِاِ وِْمُِلَِعِْت َِِلَِِْنِْاِفَِِِاللاِِِدَِنِْعِِِطُِسَِقِْاَِِوَِىُِِمِْهِِئِِبَِلِِ ِمِْىُِوِْعُِدِْاُِ ِمِْىُِءَِبَِا
ِتُِْأََِِّْخِْاِاَِمَِيْفِِِِاحٌِنَِجُِِمِْكُِيْلَِِعَََِِِيْلَََِِِِمِْ كُِيِْالِِوَِمَََِِِنِِيِِْالدِِّفِِِمِْكُِانُِوَِخِْاِفَِِ
هِ  ِا۞مًِيِْحِِاِرِ رًوِِْفُِغَِِاللُِِانَِكَََِِِمِْ كُِبُوِِْلُِق ُِِتِْدَِمِ عَِاِت َِمِ ِنِْكِِل ََِِِب 

panggilah mereka (anak angkat itu) dengan nama bapak-

bapak mereka itulah yang adil di sisi Allah dan jika 

kamu tidak mengetahui nama bapak mereka maka 

(panggilah mereka sebagai) saudara-saudara mu seagama 

dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu jika 

kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa 
yang disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun 

maha penyayang
53

. 

Sedangkan bentuk pembaharuan hukum Islam di bidang 

waris yaitu tercetusnya konsep wasiat wajibah yang dilandasi oleh 

firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi: 

ِةُِيِ صِِالوَِِۨ ِا رًِِي ِْخَِِكَِرَِت َِِنِْاِِِتُِوِْمَِالِِْمُِكُِدَِحَِاَِِرَِضَِاِحَِذَِاِِِمِْكُِيْلَِِعَِِبَِتِِكُِ
ِ۞يَِْ قِِتِ مُِىِالِْلَِاِعَِقًِّحَِِفاَِِِْرُِعِْمَِلْبِِِِيَِْبرَِِِق ِْالَََِِِنِِيِْدَِلِاِوَِلْلِِِ

diwajibkan atas kamu , jika diatara kamu ada seseorang 

yang hendak meninggal, jika ia meninggalkan harta yang 

banyak, berwasiat untuk orang tua dan karib kerabatnya 

secara baik, wajib atas orang-orang bertaqwa
54

. 

Selain ayat tersebut peneliti juga menemukan ayat Al-

Qur‟an yang menjadi landasan dasar wajibnya sebuah wasiat 

yaitu terdapat dalam ayat 240 Surat Al-Baqarah, yang berbunyi: 
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ِازَََْاجًاِ  نَ ََيذََرَُْ ِ ِمِنْكُمْ ِيُ تَ وَف  وْنَ اِاعًِتَمِِ ِمِْهِِاجََِِزِِْلَِِِّةًِيِ صََََِِِِال ذِيْنَ
ِاِمَِفِِِمِْكُِيْلَِِعَِِاحَِنَِِجُِلََِفَِِنَِجِْرَخَِِِنِْاِفَِِِاجاٍِرَِخِْاِِِرَِي ِْغَِِلِِوِِْالَِْلَِاِِ
ِمٌ۞يِْكِِحَِِزٌِي زِِِْعَِِاللََُِِِفٍ َِِْرُِعِْنِمِ مِِِنِ هِِسِِفُِن ِِْاَِفِِِنَِلِْعَِف َِ

dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan 

meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat 

untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa 

mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka 

keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai 

apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri 

dalam hal-hal yang baik. Allah maha perkasa, maha 

bijaksana
55

. 

Kedua ayat tersebut erat kaitanya dengan perintah untuk 

memberikan wasiat bagi kerabat dan keluarga, Ibnu Hazm 

berpendapat yang dikutip oleh Abd. Halim dalam artikel yang 

berjudul Wasiat Wajibah dan Perkembanganya dalam Putusan 

Mahkama Agung “ayat wasiat tersebut ditujukan untuk kerabat 

dekat yang bukan dari golongan ahli waris”
56

. Dari sini dapat 

diambil sebuah hujjah bahawa wasiat wajibah merupakan sebuah 

bentuk perlindungan bagi golongan yang tidak termasuk ahli 

waris untuk mendapatkan bagian harta peninggalan dengan 

konsep wasiat, sifat wajib sebuah wasiat sebagai bentuk 

perlindungan dalam mempererat hubungan keluarga. 

Konsep wasiat pada dasarnya harus terucap sebelum 

pemberi wasiat meninggal dunia baik secara langsung dan 
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disaksikan para ahli waris, maupun dicatatkan dikantor notaris 

dan memiliki akta notaris wasiat
57

, namun ada sebuat wasiat yang 

harus diberikan tanpa adanya wasiat dari pewasiat maupun akta 

wasiat dari kantor notaris yaitu pemberian wasiat wajibah, 

hukumnya wajib untuk diberikan dengan alasan karena yang 

mendapatkan wasiat wajibah masih tergolong ahli waris namun 

terhalang oleh ketentuan Syari‟at untuk dapat mewarisi harta 

peninggalan orang yang meninggal dunia. 

Kemunculan konsep wasiat wajibah merupakan produk 

dari ijtihad ulama‟, yang menjadi salah satu bentuk pembaharuan 

hukum Islam dibidang waris. Karena konsep wasiat wajibah masa 

Rasulullah SAW tidak ditemukan baik dalam nash Al-Qur‟an 

mapun Hadist. Tujuan dari wasiat wajibah dicetuskan sebagai 

produk pembaharuan hukum Islam adalah untuk memberikan 

sebuah keadilan kepada keturunan yang tidak mendapat warisan. 

Konsep wasiat wajibah pertama kali diperkenalkan oleh 

Mesir berdasarkan undang-undang mesir tentang wasiat tahun 

1946
58

. Undang-undang tersebut menggunakan konsep wasiat 

wajibah untuk melindugi hak cucu yang tergolong dzawil arham 

(terhalang oleh ahli waris yang lain), fuqoha‟ mesir saat itu 
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merasakan adanya ketidak adilan terhadap cucu dari garis 

perempuan yang tidak bisa mewarisi harta peninggalan kakek 

atau neneknya saat orang tuanya sudah meningeal dunia. Aturan 

tentang waris untuk cucu tidak dapat ditemukan didalam Al-

Qur‟an maupun Hadist nabi, sehingga diperlukan ijtihad untuk 

memecahkan masalah tersebut lahirlah konsep wasiat wajibah 

pertama kali. 

Rumusan wasiat wajibah yang ada di Indonesia tidak 

bisa terlepas dari sejarah Mesir, dalam perumusanya para ulama‟ 

nusantara menggelar MUNAS (Musyawarah Nasional) yang 

menghasilkan fatwa MUI (Majelis Ulama‟ Indonesia) nomor 

5/MUNAS VII/MUI/9/2005, dengan keputusan: (1) Hukum waris 

Islam tidak memberikan hak untuk saling mewarisi diatara orang-

orang yang berbeda keyakinan yaitu anata non-muslim dengan 

orang muslim. (2) Pemberian harta antara orang muslin dengan 

ahli waris non-muslim ataupun sebaliknya hanya dapat dilakukan 

denganbentuk hibah, wasiat, dan hadiah
59

. 

Dalam beberapa sumber bagian yang dapat diterima 

dengan menggunakan konsep wasiat wajibah adalah satu pertiga 

bagian harta peninggalan, hal ini sudah tertuang dalam pasal 209 

ayat 1 dan 2  Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut 
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sudah sangat jelas dikatakan bahwa orang tua angkat yang tidak 

menerima wasiat dapat mendapatkan wasiat wajibah maksimal 

sepertiga bagian, dan anak angkat yang tidak menerima wasiat 

dapat mendapatkan wasiat wajibah sebanyak banyaknya sepertiga 

bagian
60

. 

Sumberlain juga mengatakan hal yang sama, dalam 

terjemah kitab fathul mu‟in yang ditulis oleh Bassam Abdul 

Wahhab Al Jabi mengatakan 

ِثٌِارََِِِِهُِد رَِِِنِْاِِِفٍِوِ مَُِِضٍِرَِِمَِفِِِِلَِفِِِزاَئِدٍِعَلَىِثُ لُثٍِ
Artinya: “tidak sah jika objek wasiat melebihi sepertiga harta 

dalam keadaan sakit yang dihawatirkan”
61

. Dalam penjelasanya 

dijabarkan bahwa hukum memberikan bagian lebih dari sepertiga 

bagian harta peninggalan adalah makruh karena akan memberikan 

pemahaman menghalangi bagian ahli waris yang sudah ditetapkan 

oleh syariat. 

Wasiat wajibah menurut sistem hukum di Indonesia 

menjadi kewenangan absolut pengadilan agama selaku yang 

memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan 
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Agama
62

 berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Pengadilan Agama. Wasiat wajibah Jika ditinjau secara 

yuridis formil ketentuan penerapanya hanya diperuntukan bagi 

anak angkat dan orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam 

pasal 209
63

. 

Wasiat wajibah sebagai konsep pemberian harta waris 

menjadi bagian paling penting dalam penelitian ini, karena 

konsep wasiat wajibah yang menjadi akar pemikiran dalam 

penelitian ini nantinya akan diuji konsep penerapan serta konsep 

dalam pemikiranya. Teori wasiat wajibah dalam hukum waris 

harunya bisa menjadi angin segar untuk ahli waris yang tidak bisa 

mendapatkan bagian harta waris sebab terhalang oleh ketentuan 

syariat, penelitian ini ingin menggunakan konsep wasiat wajibah 

untuk menyempurnakan sebuah konsep pembagian harta waris di 

Indonesia. 

3. Teori Hukum Waris 

3.1.Pemahaman Umum Hukum Waris 

Hukum waris akan muncul bersamaan dengan adanya 

kematian seseorang, yang mana orang yang telah meninggal dunia 

akan meninggalkan harta benda selama hidupnya, dengan kematian 
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itulah pergantian kepemilikan harta tersebut akan terjadi. Islam sudah 

memberikan rambu-rambu tentang hukum waris yang termaktub 

dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 11-12 yang berbunyi 

ِالُِْ ِحَظِّ ِللِذ كَرمِِثْلُ ِلَدكُِمْ َْ ِاَ ِفِ ِاُلل ِنِسَاءًِِنْ ثَ يَ يْاِِيُ وْصِيْكُمُ كُِن  فاَِنْ
ِ
ا
ِثُ لثُاَِمَاتَ رَكَ ِفَ لَهُن  كَِانَتََِْاحِدَةًِفَ لَهَاِالنِّصْفُ ِِفَ وْقَِاثْ نَ تَ يِْ ََلِبََ وَيوََِِِْاِنْ

ََِاحِدٍِمِِّ كَِانَِنْ هُمَاِالس دُِلِكُلِّ ََلَدٌِِلَهِِيَكُنِْفاَِنِْل ََِِْلَدٌاِِلَهِِسُِمّ اِتَ رَكَِاِنْ
ِابََ وِ ِوَوَر ثهَهِ ِالث ِ هُ وِ ِِلُثُاِفَلَِمُِّ كَِانَ ِالسِ ِلَهِفاَِنْ وِ ِفَلَِمُِّ ِمِنِْ اِخْوَةٌ بَ عْدِِِدُسُ

ِيُ وْصِيِْ ِدَيََِِْصِي ةٍ َْ ِاَ ََابَْ نَاؤكُُمْاِا ِِنٍِ بِاَ ِ ِلَكُمِِْبَؤكُُمْ ِاقَْ رَبُ ِايَ  هُمْ نَ لَتَدْرَُْ كَِانَِعَلِيْمًاِِاِنِ ِنَِاللِِ فَريِْضَةًِمِِِّنَ فْعًاِ  ِا۞حَكِيْمًِاَلل
Allah memerintahkan kepada mu tentang (pembagian warisan 

untuk) anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki sama 

dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu 

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka 

bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika 

dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh 

setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-

bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) ,mempunyai anak, jika 

dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi 

oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 

sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa 

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-

pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang 

dibuatnya atau dilunasi hutangnya. (tentang) orang tuamu dan 

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka 

yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan 

allah. Sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana
64

. 

ِاِنِْلَِْيَكُنِْلَ ُِ ِازَََْاجُكُمْ ََلَكُمِْنِصْفُِمَاتَ رَكَ
لَدٌاِ ََ ِ ََلَدٌِفاَِنِِِْن  ِ ِلََنُ  كَانَ دَيْنٍِ بَ عْدََِِصِيِ ِفَ لَكُمُِالر بعُُِمّ اِتَ ركَْنَِمِنِْ  َْ ِاَ ِبِاَ ِالر بعُُِمّ اِِةٍِيُ وْصِيَْ ََلََنُ 

ِاِنِْلَِْيَكُنِْلِ  ََلَدٌاِكُِتَ ركَْتُمْ ِ ِالثِ ِمْ ََلَدٌِفَ لَهُن  ِ كَِانَِلَكُمْ مُنُِمّ اِتَ ركَْتُمِْفاَِنْ
دَيْنٍِ بَ عْدََِِصِيِ ِمِنِْ  َْ ِاَ ِبِاَ ِتُ وْصُوْنَ كَِانَِرَِِةٍ كَِلِ جَََِاِنْ ِيُ وْرَثُ اَِمْراَةٌَِلٌ ِاَ لَةً
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ِمِِِّلَهِوَِ ََِاحِدٍ ِفلَِكُلِّ ِاخُْتٌ َْ ِاَ اخٌَ
ِالس دُسُاِ هُمَا ِمِنِِن ْ ِاكَْثَ رَ كَِانوُا فاَِنْ

ِالث ِ ذِ  ِفِ ِشُركََاءُ ِفَ هُمْ ِمِنِْ لُِلِكَ دَيْنىٍِِثِ َْ ِاَ ِبِاَ ى ِيُ وْص  ََِصِي ةٍ غَي ْرَِِبَ عْدِ
۞ِمُضَارٍََِّصِي ةًِمِنَِاللِِ  اللُِعَلِيْمٌِحَليِْمٌ  ََِ

dan bagianmu (suami) adalah seperdua dari harta yang di 

tinggalkan oleh istrimu, jika mereka memiliki anak. Jika 

mereka (istri) memiliki anak, maka kamu mendapat 

seperempat dari harta yang ditinggalkansetelah (terpenuhi) 

wasiat yang mereka buat atau setelah dibayarkan hutangnya. 

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan 

jika kamu tidak memiliki anak. Jika kamu memiliki anak, 

maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 

tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau 
(setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seorang meninggal, 

baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan 

ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan 

seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan 

(seibu) maka bagian masing-masing dari kedua saudara seibu 

tersebut seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu tersebut 

lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian 

yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya 

atau (setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan 

(ahli waris). Demikianlah ketetapan Allah. Allah maha 

mengetahui, maha penyantun
65

. 

 

Dari ayat tersebut munculah hukum waris Islam yang banyak 

dikenalkan kepada umat Islam dengan nama ilmu faroidh. Dalam ilmu 

faroidh banyak sekali syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebelum 

menerima harta warisan, terutama bagi ahli waris atau orang yang 

akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan si pewaris. 

Ilmu faraidh bagian dari hukum Islam yang mengatur 

penentuan dan pembagian harta benda serta hak-hak dari seseorang 

setelah meninggal dunia. Secara umum, ilmu faraidh 

mempertimbangkan berbagai aspek kewarisan mulai dari siapa yang 
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berhak mewarisi, seperti apa tata cara pembagian harta dilakukan, 

serta bagaimana prosedur hukum yang harus diikuti untuk 

menyelesaikan persoalan warisan. Ilmu faraidh bisa dikatakan sebagai 

dasar peletakan hukum kewarisan, di Indonesia penerapan ilmu 

faraidh bisa kita lihat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai 

bentuk hukum yang telah dilegalkan
66

. 

Pembahasan atau kajian yang ada dalam ilmu faraidh ada 

banyak, mulai dari, pertama pembagian harta warisan yang berkaitan 

dengan penetapan tata cara pembagian harta peninggalan antara 

masing-masing ahli waris yang berhak menerima bagian. Termasuk 

juga pengaturan besaran porsi atau jumlah yang bisa diterima oleh 

masing-masing ahli waris, berdasarkan ketetapan yang telah diatur 

oleh syari‟at agama Islam. Kedua membahas tentang ahli waris 

sebagai pihak-pihak yang secara aturan syari‟at berhak menerima 

harta warisan, mencakup keluarga inti seperti anak-anak, suami atau 

istri, orang tua dan juga saudara. Ketiga pembahasan mengenai wasiat 

dimana setiap orang berhak membuat wasiat untuk menentukan 

bagaimana harta peninggalan mereka akan dibagikan setelah 

meninggal dunia. Keberadaan wasiat dapat mempengaruhi atau 

menggantikan bagian dari aturan hukum waris yang biasa berlaku. 
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Keberadaan ilmu faraid ini sangat penting karena dapat 

meminimalisir konflik antar ahli waris dengan cara memelihara harta 

warisan yang ada dapat didistribusikan dengan tepat sesuai dengan 

aturan atau ketentuan syari‟at yang berlaku. 

3.2.Rukun Waris 

Dalam buku terjemah kitab Takmilah Zubdatul Hadits Fi 

Fiqh Al-Mawarits dengan judul Intisari Ilmu Waris yang ditulis oleh 

Muhammad bin Salim bin Hafidz, menjelaskan bahwa 

ِمَوْرَُْثٍََِِمَوْرَُْثٌََِِارِثٌِِثَلََثةٌَِِارَكَْانُِالِرْثِِ ََِحَق 
“rukun waris ada tiga: orang menerima waris, orang yang 

mewariskan, dan hak yang diwariskan”
67

. Disebutkan dalam tulisan 

tersebut bahwa rukun yang harus ada dalam waris ada tiga dan harus 

dipenuhi  

Pertama adanya ahli waris, yaitu orang yang berhak mewarisi harta 

peninggalan seseorang yang meninggal dunia. Sedangkan menurut 

Kompilasi Hukum Islam ahli waris yaitu orang yang pada saat 

meninggal dunia mempunyai hubungan darang atau hubungan 

perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang 

karena hukum untuk menjadi ahli waris
68

. 
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Kedua adanya pewaris, merupakan orang yang pada saat 

meninggalnya beragama islam dengan meninggalkan harta serta ahli 

waris yang masih hidup. Dengan ketentuan harta yang ditinggalkanya 

harus sepenuhnya milik pribadi. 

Ketiga adanya harta peninggalan yang biasanya disebut dengan harta 

warisan yaitu harta bawaan ditambah dengan harta bersama sesudah 

digunakan untuk kepentingan si pewaris selama sakit dan perawatan 

jenazah pewaris
69

. 

 

3.3.Syarat Mendapat Warisan 

Muhammad bin Salim bin Hafidz menuliskan didalam 

bukunya yang dikutip dari kitab Takmilah Zubdatul Hadits Fi Fiqh Al-

Mawarits bahwa syarat untuk mendapatkan warisan ada tiga 

ِالِرْثِِ طُ ِتَْقِِِشُرَُْ ِالوَارِثِِيِْثَلََثةٌَ ِحَيَاةِ ِمَوْتِِِقُ قُِيََِْتَْقِِِوَرِّثِِمُِالِِْبَ عْدَ
هَِلََِْالعِِِمُوَرِّثِِالِِْمَوْتِِ ِالِرْثِِِاتِِمُِبِِِ

Agar dapat dibagi maka warisan harus memenuhi tiga syarat: 

kepastian hidupnya ahli waris saat orang yang mewariskan 

meninggal dunia, kepastian matinya orang yang mewariskan, 

pengetahuan mengenai jalur warisnya
70

. 

Dalam memaknai syarat mendapatkan warisan yang 

bersumber dari tulisan diatas ketiganya saling berkaitan keberadaan 

ahli wars sebagai penerima harta harus dipastikan secara jelas agar 

peralihan kepemilikan harta bisa terlaksana dengan baik dan tidak 
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terjadi perselisihan siapa yang akan mengelola harta peninggalan si 

pewaris. Kematian dari si pewaris juga harus dipastikan dengan benar, 

menurut ulama‟ kematian si pewaris dibedakan menjadi tiga bagian 

pertama mati haqiqi (kematian sejati) yang mana kematian ini sudah 

jelas dan bisa dibuktikan dengan adanya jenazah dari si pewaris, 

kedua mati hukmi (kematian menurut keputusan hakim) yang mana 

keberadan orang ini mendapat putusan hukuman mati walaupun masih 

dalam keadaan hidup keberadaanya sudah dianggap mati dengan 

putusan hakim, ketiga Kematian taqdiri (menurut dugaan) orang yang 

sudah diyakini meninggal dunia karena terkena bencana ataupun 

karena kecelakaan pesawat di laut yang jasadnya belum 

diketemukan
71

. Dan syarat terakhi seseorang untuk mendapatkan harta 

warisan yaitu mengetahui secara jelas jalur kewarisanya, jika masih 

diragukan maka syarat mendapatkan harta warisan juga diragukan. 

3.4.Akibat Hukum Menjadi Ahli Waris 

Dalam buku yang ditulis oleh Aulia Muthiah dengan judul 

Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga mengutip pendapat 

Sayyid Sabiq, seseorang dapat menjadi ahli waris itu karena tiga hal 

pertama sebab hubungan kekerabatan, kedua sebab perkawinan dan 

yang terakhir pembebasan budak
72

. 
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Sedangkan menurut Muhammad bin Salim bin Hafidz dalam 

bukunya yang berjudul Intisari Ilmu Waris Terjemah Kitab Takmilah 

Zubdatul Hadits Fi Fiqh Al-Mawaris mengatakan bahwa akibat 

hukum menjadi ahli waris ada tiga yaitu 

بَابُِالِرْثِِ َْ ََالوَلَءُِِاَ ََالنِّكَاحُِ ِثَلََثةٌَِالَن سَبُِ
Artinya: “sebab seseorang berhak mendapatkan warisan ada tiga yaitu 

nasab, pernikahan, dan pembebasan budak (wala‟)”
73

. Sebab 

seseorang menjadi ahli waris menurut penulis tersebut karena 

hubungan nasab seperti ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, dan 

saudara. Selain itu seseorang dapat menjadi ahli waris karena adanya 

ikatan pernikahan sehingga terjadilah hubungan suami dan istri. Nah 

untuk pembebasan budak yang dimaksud adalah orang yang 

membebasakan perbudakan itu karena jasa dan ikatan yang terjalin 

antara si budak yang dibebasakan dengan tuan yang membebasakan. 

Sementara itu didalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) mengatakan bahwa kelompok ahli waris dibedakan karena dua 

hal, pertama karena hubungan darah dan yang kedua karena hubungan 

perkawinan
74

, dengan rincian 

a. Menurut hubungan darah ahli waris digolongkan dalam dua jenis, 

dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara 
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laki-laki, paman, dan kakek. Dari golongan perempuan ibu, anak 

perempuan, saudara perempuan, dan nenek. 

b. Sedangkan menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda atau 

duda (suami atau istri). 

Dari pemahaman tersebut penulis akan menjabarkan 

keterangan tentang akibat hukum atau sebab seseorang menjadi ahli 

waris: 

a. Sebab keturunan (nasab) 

Hubungan nasab dalam perkara waris yaitu hubungan yang 

terjalin akibat adanya kelahiran, jika kita lihat pemahaman lebih 

dalam akibat kewarisan karena nasab ada tiga pertama anak 

keturunan langsung atau biasa disebut anak kandung, kedua 

leluhur garus keturunan lurus keatas seperti kakek, nenek, ayah, 

dan ibu, ketiga keluarga garis nasab menyamping yaitu saudara, 

paman, bibi, dan keponakan. 

b. Sebab perkawinan 

Ahli waris bisa muncul karena pernikahan yang mana suami akan 

menjadi ahli waris istrinya dan juga sebaliknya istri akan menjadi 

ahli waris suaminya. Hal ini harus memenuhi dua unsur yang 

pertama perkawinan yang terjadi harus sah menurut hukum Islam 

syarat dan rukunya terpenuhi dan juga sah menurut undang-

undang Republik Indonesia. Kedua perkawinan masih utuh 
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artinya suami istri tersebut bercerai karena kematian (cerai 

mati)
75

. 

c. Sebab Perbudakan 

Hubungan ini muncul karena si budak telah dimerdekakan, 

hubungan seperti ini (perbudakan) dijaman sekarang sudah tidak 

dibenarkan karena mencederai Hak Asasi Manusia (HAM). 

 

3.5. Penghalang Mendapat Warisan 

Terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan harta warisan 

ada beberapa sebab dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 173 

mengatakan bahwa, seseorang terhalang menjadi ahli waris jika 

dengan putusan haki yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dihukum karena; 

a. Dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh 

atau menganiaya berat para pewaris 

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan 

bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam 

hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat
76

. 

Pasal ini menjadi dasar hukum positif di Indonesia yang dipergunakan 

di Pengadilan Agama sebagai aturan terhalangnya ahli waris untuk 

mendapatkan hak warisanya. 
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Sedangkan dalam buku karangan Aulia Muthiah terhalangnya 

seseorang untuk mendapatkan harta warisan ada dua sebab
77

, yaitu: 

a. Membunuh pewaris, 

para fuqoha‟ aliran syafi‟iya sepakat bahwa sebab terhalangnya 

ahli waris mendapatkan warisan adalah karena telah membunuh 

pewarisnya dengan alasan apapum, hal ini selaras dengan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 173 ayat 1. 

b. Karena murtad, 

Murtad yaitu orang yang keluar dari agama islam atau berpindah 

agama dengan tidak memeluk agama islam. Ahli waris yang 

sudah tidak seagama dengan pewarisnya makan terhalang untuk 

mendapatkan warisan jika mana pewaris beragama islam 

sedangkan ahli waris bukan seorang muslim (non-muslim). Hal 

ini sejalan dengan aturan hukum positif yang termuat dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi 

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia 

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan 

pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum 

untuk menjadi ahli waris”
78

. 
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Sedangkan dalam buku tulisan Muhammad bin Salim bin 

Hafidz seorang ahli waris dapat terhalang untuk mendapatkan harta 

warisan karena tiga hal, yaitu: 

ََاِخْتِلََفُِ ََالرّقُِِ  الدِّيْنِِِمَوَانِحُِالِرْثِِثَلََثةٌَِالَقَتْلُِ
Artinya: “ada tiga faktor yang menghalangi seseorang mendapatkan 

warisan: pembunuhan, setatus sebagai budak, dan perbedaan 

agama”
79

. Buku yang dikarang oleh Muhammad bin Salim bin Hafidz 

merupakan terjemah kitab Takmillah Zubdatul Hadits Fi Fiqh Al-

Mawarits  yang mana didalam buku tersebut ahli waris dapat 

terhalang haknya untuk mendapatkan warisan karena membunuh yang 

dimaksud membunuh disini yaitu ahli waris membunuh si pewaris. 

Berikutnya yang menjadi penghalang adalah stutus sebagai budak 

seorang budak tidak boleh mendapatkan warisan dari pewarisnya 

karena kekuasan penuh dari jiwa budak sudah menjadi hak milik 

tuanya, namun diara modern ini praktik perbudakan illegal untuk 

dilakukan karena melanggar norma kemanusiaan dan Hak Asasi 

Manusia (HAM). Terakhi seseorang dapat terhalang untuk 

mendapatkan warisan karena berbeda agama perbedaan agama agama 

ini sangatlah mendasar dalam perkara waris karena seorang muslim 

dilarang untuk mewarisi harta peninggalan non-muslim dan begitu 

juga sebaliknya. 
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Penulis simpulakan dari penjelasan diatas bahwa hak seorang 

ahli waris akan terhalang untuk mewarisi harta peninggalan pewaris 

karena empat hal, antara lain: 

 Membunuh si pewaris 

 Memfinah pewaris atau menuduh si pewaris melakukan kejahatan 

 Berstatus sebagai budak 

 Berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris. 

 

3.6. Asas Hukum Kewarisan di Indonesia 

Hukum kewarisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam KHI pasal 

171 sampai pasal 209 yang mana dalam menyusun KHI tersebut 

mempertimbangkan asas-asas kewarisan yang bermber dari Al-Qur‟an 

dan Hadist, asas-asas kewarisan ini lah yang akan menjadi tolak ukur 

keberhasilan pembaharuan dan perluasan pemaknaan wasiat wajibah. 

Dalam buku karya Aryono dan Aris Prio Agus Santoso yang berjudul 

Pengantar Hukum Waris mengkasifikasikan asas-asas kewarisan 

menjadi 6 bagian
80

 

a. Asas Ijbari 

Biasa dikenal juga dengan asas paksaan yang mana ahli waris 

akan secara otomatis akan mendapatkan hak untuk menguasai 

harta peninggalan pewaris siap ataupun belum siap, nah kondisi 

inilah yang disebut memaksa untuk untuk menguasai harta 

warsan. Unsur dari paksaan disini Nampak pada kondisi ahli 
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waris yang secara otomatis menjadi pemegang penuh atas harta 

peninggalan pewaris dengan ketentuan besaranya yang terdapat 

dalam Surat An-Nisa‟ ayat 11 dan 12 serta ketentuan dalam KHI 

pasal 176, baik dengan bagian seper dua, seper tiga, seper empat, 

seper enam, seper delapan, bagian sisa dengan satu banding satu 

atau satu banding dua. 

b. Asas Bilateral 

Hubungan kekerabatan yang terjalin menjadikan seseorang 

msebagai ahli waris, terjalinya hubungan inilah yang disebut asas 

bilateral
81

. Hubungan kekerabatan bisa terjalin karena dua faktor 

pertama karena nasab dengan orang tuanya hingga garis 

keturunan keatas dan juga karena alasan hubungan saudara hingga 

garis keturunan menyamping. Oleh karena itu ahli waris tidak 

hanya anak dan istri saja namun ada ahli waris yang lain yang 

memiliki hak dan kedudukan yang sama. 

c. Asas Individual 

Bagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan oleh 

syariat itu karena dirinya sendiri tanpa adanya sebab keterikatan 

dengan ahli waris yang lain
82

. Dengan demikian bagian harta 

yang diperoleh oleh ahli waris mutlak milik pribadi dan ahli waris 
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tersebut bebas menggukanan harta warisan yang diperolehnya 

untuk apa saja. 

d. Asas Keadilan 

Keadilan yang dimaksud merupakan berimbangnya antara hak 

dan kewajiban ahli waris atas tanggung jawab yang dipikulnya 

kedepan
83

. Berimbanya hak dan kewajiban tercermin dalam 

jumlah besaran bagian masing-masing ahli waris, seperti bagian 

laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan hal ini 

dikarenakan tanggung jawab pihak laki-laki lebih besar dari pihak 

perempuan, laki-laki memiliki tanggung jawab untuk membiayai 

keluarganya untuk perempuan tidak terlalu terbebani karena 

keperluanya sudah di tanggung oleh suaminya atau pihak laki-

laki. 

e. Asas Akibat Kematian 

Munculnya hukum waris karena adanya kematian dari pihak 

pewaris, yang mana peralihan harta dari satu orang kepada orang 

lain baru bisa terjadi karena adanya kematian
84

, dengan kata lain 

ahli waris baru bisa menggunakan harta pewaris dengan 

kehendaknya sendiri sebab pewaris yang telah meninggal dunia. 

f. Asas Tandhidh 

Pembagian harta waris dilakukan dengan cara penaksiran terlebih 

dahulu harta peninggalan pewaris dikarenakan warisan yang 
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ditinggalkan berupa banda yang berbeda-beda dan nilai jual yang 

berbeda-beda pula
85

, hal ini perlu dilakukan di era modern saat ini 

yang mana perseosi orang sudah sangat maju dan penuh 

pertimbangan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian Normatif dipilih untuk menjawab rumusan masalah 

dari latar belakang persoalan pemberian harta waris mengunakan konsep 

wasiat wajibah yang diperuntukkan bagi ahli waris non-muslim. Penelitian 

nomatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian pustakawan yang 

dikutip dalam buku penelitian hukum karya Dyah Ochtarina Susanti. 

penelitian hukum normatif juga disebut penelitian doctrinal yaitu 

penelitian yang objek kajiannya peraturan perundang-undangan dan kajian 

pustaka
86

, maknanya untuk mengungkap dan memahami suatu permasalah 

peneliti harus mampu mendoktrin dirinya sendiri dengan berbagai literasi 

pemahaman yang kemudian dituangkan dalam bentuk pemikiran karya 

tulis atau skripsi. 

 

2. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk mencapai 

tujuan dari penelitian, pendekatan yang dilakukan yaitu Pendekatan 

konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan yang mentelaah 

konsep-konsep yang melatar belakangi munculnya peneyelesaian 
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persoalan hukum yang sudah dirumuskan sebelumnya
87

, dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan konsep wasiat wajibah untuk mengupas konsep 

pemberian harata waris kepada ahli waris non-muslim. 

Pendekatan analitis (analitycal approach) yaitu pendekatan 

dengan cara menganalisis isu atau persoalan dengan konsep-konsep yang 

dikemukakan oleh pakar hukum, guna menguji kebermanfat serta 

kemaslahatan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim peneliti 

menggunakan analisis maqosidus syariah sebagai teori yang akan menjadi 

tonggak paneliti dalam menuangkan dan membatasi pola pikir peneliti. 

B. Bahan Hukum 

Bahan hukum memiliki 3 (tiga) bagian penting yaitu bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder sekunder, dan bahan hukum tersier
88

, yang 

ketiganya memiliki hubungan yang mengikat satu sama lain dengan 

terpenuhinya tiga unsur bahan hukum penelitian akan memudahkan penulis 

dalam menyelesaikan karya tulis ini, untuk penelitian ini peneliti 

munggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut: 

1. Bahan hukum primer, yaitu berbagai buku bacaan tentang maqosidus 

syariah dan wasiat wajibah, adapun buku-buku yang penulis pilih antara 

lain: 

a. Buku karya Ahmad Muzammil Alfan Nasrullah yang berjudul 

Maqosid Syariah; Konsep, sejerah, dan Metode. 
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b. Buku karya Agus Hermanto yang berjudul Maqosid Al-Syari‟ah; 

Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam. 

c. Buku karya Holilur Rohman yang berjudul Metode Penetapan Hukum 

Islam Berbasis Maqosid Al-Syariah dan Maqosid Al-Syariah; 

Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat 

Madzhab 

d. Buku karya Busyro yang berjudul Maqosid Al-Syari‟ah; Pengetahuan 

Mendasar Memahami Maslahah 

e. Buku karya Tgk. Safriadi yang berjudul Maqosid Al-Syari‟ah Kajian 

Terhadap Pemikiran Ibnu „Asyur dan Sa‟id Ramadhan Al-Buthi 

f. Buku karya Abdul Helim Maqosid Al-Shar‟iah versus Ushul Al-Fiqh 

(konsep dan metodologinya dalam hukum islam) 

g. Buku karya Ahmad Junaidi yang berjudul Maqosid Al-Syari‟ah & 

Hukum Islam 

h. Buku karya Ahmad Junaidi yang berjudul Wasiat Wajibah; 

Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia 

i. Buku karya M. Fahmi Al Amruzi yang bejudul Rekonstruksi Wasiat 

Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam 

j. Buku karya I Nyoman Sujana, dkk yang berjudul Hukum Waris Beda 

Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non 

Muslim di Indonesia 
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k. Buku karya Jum Anggriani dan Annisa Nurjannah Irawan yang 

berjudul Harta Pninggalan Pewaris: Studi tentang Pemberian Wasiat 

Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim 

l. Buku karya Aryono dan Aris Prio Agus Santoso yang berjudul 

Pengantar Hukum Waris 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu pendukung dari bahan hukum sekunder 

seperti buku, jurnal, dan penelitian ilmiah. Adapun bahan penelitian 

hukum sekunder yang penulis pilih antara lain: 

a. Buku karya Khoirudin Habziz yang berjudul Simpel dan Mudah 

Menguasai 125 Kaidah Ushul Fiqh 

b. Buku karya Duski Ibrahim yang berjudul Al-Qowa‟id Al Maqosidiyah 

(kaidah-kaidah maqashid) 

c. Buku karya Muhammad bin Salim bin Hafidz yang berjudul Intisari 

Ilmu Waris Terjemah Kitab Takmilah Zubdatul Hadits Fi Fiqh Al 

mawrits 

d. Buku karya Aulia Muthiah yang berjudul Hukum Islam Dinamika 

Seputar Hukum Keluarga 

e. Penelitian Ilmiah karya Yasardin dkk yang berjudul Dinamika Hukum 

Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris 

Beda Agama. 

f. Artikel Karya Raja Ritonga yang berjudul Wasiat Wajibah Pada Furu‟ 

Waris (Analisis dan Implikasi Kewarisan bagi Cucu) 
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g. Artikel Karya Abd. Halim yang berjudul Wasiat Wajibah  dan 

Perkembangan Penerapannya  Dalam  Putusan Mahkamah Agung 

h. Artikel Karya Ali Mutakin yang berjudul Teori Maqashid Al Syari‟ah  

dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. 

i. Artikel Karya Musolli yang berjudul Maqasid Syariah: Kajian Teoritis 

Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer 

j. Artikel Karya Ghofar Shidiq yang berjudul Teori Maqashid Al-

Syari'ah Dalam Hukum Islam 

3. Bahan hukum tersier untuk melengkapi dan memperkuat bahan hukum 

primer dan sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu berupa Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

 

Dengan ketiga bahan penelitian hukum tersebut peneliti akan dengan 

mudah mendapatkan dan menjawab rumusan masalah yang menjadi problem 

dalam penelitian ini. 

C. Teknik Pengumpulan Bahan  Hukum 

Langkah kedua setelah adanya pokok permasalahan yang harus 

dilakukan peneliti untuk mensukseskan penelitian ilmiah yang perlu 

dilakukan adalah mengumpulkan bahan penelitian. Dalam penelitian kali ini 

peneliti menggunakan teknik studi pustaka dan teknik studi dokumentasi 

dalam mengumpulkan bahan. 

Studi pustaka merupakan pengkajian informasi dalam bentuk tulisan 

tentang hukum dari berbagai sumber yang penyajiannya dipublikasi secara 
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luas dan dapat diakses dimana saja oleh siapa saja
89

, peneliti dalam hal ini 

menggunakan berbagai sumber mulai dari sumber internet, artikel ilmiah, 

jurnal, serta buku elektronik. Untuk melengkapi itu semua peneliti juga 

memiliki buku bacaan selama perkuliahan. 

Studi dokumentasi adalah pengkajian informasi secara tertulis yang 

bersinggungan dengan hukum seperti publikasi buku, dan publikasi jurnal, 

bahan-bahan itu menjadi arsip dokumen di berbagai media elektronik dan 

juga internet yang dapat dengan mudah diakses melalui google. Selain itu 

banyak dokumen dokumen buku yang sudah beredar secara luas di toko-toko 

buku. 

D. Analisis Bahan Hukum 

Menganalisa bahan penelitian menjadi kunci awal untuk penulis 

memulai penelitiannya tahapan analisa ini dilakukan agar penelitian yang 

dilakukan bisa tersistematis sehingga tidak terjadi kontradiksi diantara bahan 

hukum yang sudah ditemukan
90

. Proses analisis ini harus dilakukan dengan 

cermat dan matang karena untuk memberikan hasil yang maksimal dari 

penelitian perlu adanya keseriusan penulis dalam menyelesaikannya, 

menganalisa dengan cermat dan matang menjadi bentuk implementasi 

keseriusan penulis dalam melakukan penelitian. 

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan oleh penulis pertama 

dengan mencari sumber apa saja yang relefan dengan persoalan dalam 

                                                             
89

 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram-NTB: Mataram Universiti Press, 2020), 

65. 
90

 Muhaimin, 67 



80 

 

 
 

penelitian ini melalui media elektronik dan internet serta tinjauan pustaka 

dengan beberapa refrensi buku di perpustakaan. Setelah adanya bahan kajian 

yang sudah ditemukan dan dikumpulkan langkah berikutnya memilah dan 

menggolongkan bahan, yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. 

Langkah kedua dalam analisis bahan dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis kualitatif atau melakukan interpretasi 

penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang sudah didapatkan dan 

diklasifikasi sebelumnya, setelah adanya bagian-bagian dari kasifikasi bahan 

dianalisa dengan teori yang digunakan oleh penulis mualai dari teori 

maqasidus syari‟ah dan teori wasiat wajibah agar mendapatkan formulasi 

yang konkrit dan memadai, sehingga penulis mampu menuangkan pemikiran 

dalam bentuk kesimpulan untuk menjawab persoalan-persoalan dalam 

rumusan masalah. 

Setelah rumusan masalah terjawab dengan kesimpulan yang 

dikemukakan oleh penulis langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan 

mengkonfirmasi dan menjabarkan dalam bentuk deskripsi formal. Langkah 

ini harus dilakukan untuk mendapatkan keabsahan yang dapat dipertanggung 

jawabkan kembali dikemudian hari. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Konsep Hukum Waris Bagi Ahli Waris Non-Muslim 

Larangan seseorang yang berbeda agama untuk saling mewarisi 

terdapat dalam beberapa sumber, baik yang terdapat dalam hadis Nabi 

Muhammad maupun dalam hukum positif di Indonesia, berdasarkan hadist 

riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut: 

ِمُسْلِمَِمُسْلِمُِالكَافِريِْنَََِلَِيرَِثُِالكَافِرُِالِْلَيرَِثُِالِْ
Artinya: Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga 

sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim (H.R. Bukhori dan 

Muslim)
91

. Sedangkan dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia 

terkhusus dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) larangan ini terdapat dalam 

pasal 171 huruf c. Namun tantangan zaman yang ada pada saat ini, terutama 

bangsa Indonesia dimana banyak perkawinan beda agama yang terjadi, 

sehingga akibat hukum dari perkawinan beda agama tersebut menimbulkan 

turuan hukum waris yang harus dipecahkan untuk mendapatkan keadilan atas 

hak dan kewajiban ahli waris. 

Guna memecahkan persoalan tersebut sangatlah dilematis karena 

disisi lain ada kepastian hukum yang harus dilaksanakan sedangkan pada sisi 

yang berbeda terdapat keadilan hukum yang harus ditegakkan, oleh sebab itu  

                                                             
91 Danil Isnadi, “Analisis ayat dan Hadist Tentang Kewarisan Beda Agama Serta 
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tercetusnya pemeberian wasiat wajibah untuk ahli waris non-muslim sebagai 

solusi untuk hukum kewarisan berbeda agama. Namun sudah dipahami 

bersama bahwa dalam peruntukanya sesuai dengan pasal 209 Kompilasi 

Hukum Islam wasiat wajibah diperuntukkan bagi anak angkat dengan orang 

tua angkat. 

Dalam perkembanganya wasiat wajibah tidak hanya diperuntukan 

bagi anak angkat dan orang tua angkat saja pemaknaanya semakin diperluas 

dengan hadirnya yurisprudensi Mahkama Agung nomor 51 K/Ag/1999 yang 

mana anak kandung yang tidak beragama islam dapat mendapatkan bagian 

warisan dengan menggunakan konsep wasiat wajibah dan yurisprudensi 

nomor 16 K/Ag/2010 wasiat wajibah juga diperuntukan bagi istri non-

muslim. 

Perluasan pemaknaan wasiat wajibah ini tidak dapat dipisashkan dari 

ijtihad hakim yang mengambil pendapat Yusuf Al-Qardawi mengatakan 

bahwa orang-orang yang tidak beragama Islam yang hidup berdampingan 

bersama kaum muslimin dengan damai tidak dapat dikategorikan sebagai 

kafir harbi
92

. Dari pendapat ini sangat jelas bahwa penerapan wasiat wajibah 

untuk non-muslim di Indonesia tidak bertentangan dengan syarat sebagai 

penerima wasiat yaitu kafir dzimmi orang kafir yang dalam perlindungan 

umat muslim, sehingga mereka dapat memperoleh wasiat, sedangkan wasiat 

untuk kafir harbi tidak sah peruntukannya.  
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Sebagai bentuk pembaharuan hukum Islam Wasiat wajibah hadir 

untuk memberikan keadilan kepada ahli waris yang tidak memeluk agama 

Islam. Dalam persoalan ahli waris non-muslim, wasiat wajibah menjawab 

solusi untuk memastikan bahwa mereka juga dapat menerima bagian dari 

harta peninggalan pewaris, meskipun tidak tergolong sebagai ahli waris 

menurut hukum Islam. 

Dalam berbagai persoalan, ahli waris non-muslim tidak berhak 

menerima warisan langsung dari pewaris Muslim. Wasiat wajibah 

memungkinkan mereka untuk menerima bagian dari harta pewaris. Penerapan 

wasiat wajibah merupakan kewenangan mutlak majelis hakim dalam 

penetapanya. Sehingga dalam pelaksaan wasiat wajibah perlu adanya 

penetapan ahli waris dari majelis hakim agar pelaksanaan wasiat wajibah 

dapat dijalankan. Ahli Waris merupakan keluarga yang masih dalam keadaan 

hidup sewaktu pewaris meningal dunia, penetapan sebagai ahli waris untuk 

memberikan kepastian hukum agar dapat menjalankan keadilan hukum. 

Karena posisi antara wasiat wajibah dan waris tidak sama, keduanya 

merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan namun berbeda 

kegunaanya. 

Guna memperkuat argument penulis dalam menganalisa persoalan 

wasiat wajibah dan warisan, penulis akan sajikan data perbedaan keduanya 

dalam bentuk tabel berikut. Untuk memudahkan pembaca dalam 

menganalisis dan mencerna argument yang penulis sajikan dalam penelitian 

ini. 
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Tabel 2. 

Perbedaan wasiat wajibah dan waris 

No. Indikator Wasiat Wajibah Waris 

1. Objek penerima 

Anak angkat orang 

tua angkat, dan ahli 

waris non-muslim 

Ahli waris 

2. 
Besaran yang 

diterima 

Tidak boleh 

melebihi sepertiga 

Melihat kedudukan 

ahli waris (seper dua, 

seper tiga, seper 

empat, seper enam, 

seper delapan, satu 

banding satu, atau 

dua banding satu) 

3. Tujuan  

Intervensi hukum 

modern untuk 

melindungi hak 

kebendaan anak 

angkat dan orang 

tua angkat, serta ahli 

waris yang 

terhalang hukum 

syara‟ 

Menjaga harta 

peninggalan sebagai 

bentuk tanggung 

jawab ahli waris 

4. Dasar hukum 
Berdasarkan hukum 

positif suatu negara 

Berdasarkan Al-

Qur‟an sebagai 

pedoman syari‟at 

agama Islam. 

5. Sifat  

Bersifat wajib untuk 

diberikan selama 

syarat-syaratnya 

terpenuhi 

Bersifat tetap dan 

mengikat oleh Al-

Qur‟an dan ketentuan 

syari‟at. 

Berdasarkan data tabel tersebut sangat jelas tergambar bahwa wasiat wajibah 

dan waris tidaklah sama dan keduanya sangat berbeda. 

Proporsi yang diberikan melalui wasiat wajibah harus ditentukan 

dengan mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan penerima. Dalam aturan 

Kompilasi Hukum Islam pasal 209 wasiat wajibah tidak boleh melebihi 
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sepertiga dari total harta waris
93

, mengikuti prinsip umum wasiat dalam 

Islam. 

Proses pelaksanaan wasiat wajibah harus sesuai dengan aturan 

hukum yang berlaku, termasuk dokumentasi resmi dan persetujuan dari pihak 

berwenang. Dalam beberapa kasus, pengadilan mungkin terlibat untuk 

memastikan bahwa wasiat wajibah dilakukan dengan adil dan sesuai dengan 

hukum. 

Pemberian harta peninggalan menggunakan konsep wasiat wajibah 

tidak dihukumi sebagai pemberian warisan namun sebagai wasiat, karena 

non-muslim  tidak berhak mendapatkan harta waris, namun masih 

diperkenankan menrima wasiat. Konsep pemberian harta peninggalan seperti 

itu sah dilakukan karena tidak mencederai ketentuan syariat dan hukum waris 

sehingga pemberlakuannya sah dan diperbolehkan. 

B. Wasiat Wajibah dalam Pandangan Maqasidus Syari’ah 

Penetapan hukum Islam memiliki tujuan yang dirumuskan dengan 

konsep maqasidus syari‟ah. Sudah kita ketahui bersama tujuan utama 

maqasidus syari‟ah yaitu kemaslahatan umat dan menghindari kemudaratan 

bagi umat manusia. Dalam pembahasan Hukum Waris, maqasidus syari‟ah 

memiliki peran penting dalam memastikan pembagian harta dilakukan secara 

adil dan memenuhi tujuan syari‟at. 
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Maqasidus syariah menekankan pentingnya keadilan disetiap lini 

kehidupan, termasuk dalam hal pembagian warisan. Dengan mengikuti 

prinsip-prinsip syari‟at, pembagian harta waris dilakukan secara adil, tidak 

hanya berdasarkan hubungan darah tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan 

dan kontribusi setiap ahli waris. Termasuk bagian hak ahli waris non-muslim 

yang terhalang oleh syari‟at karena berbeda agama sehingga tidak akan 

mendapat bagian dari harta peninggalan si pewaris. 

Pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan maqasidus 

syari‟ah berdampak pada kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Untuk 

mendukung tercapainya perlindungan yang tepat kepada setiap ahli waris, 

maqasidus syariah memastikan bahwa harta waris digunakan sebagai bentuk 

kebaikan dan kemaslahatan semua ahli waris. Dalam perkembangan zaman 

bangsa Indonesia dihadapkan dengan persoalan waris beda agama tentunya 

menjadi dilema yang mendalam terhadap persoalan ini. Untuk memberikan 

rasa keadilan kepada setiap ahli waris muncul konsep pemberian wasiat 

wajibah kepada ahli waris non-muslim. 

Wasiat wajibah merupakan produk hukum terbaru yang 

memungkinkan untuk diterapkan dalam pemberian harta bagi ahli waris yang 

berbeda agama, karena konsep wasiat wajibah berbeda dengan wasiat pada 

umumnya, yang mana biasanya wasiat diberikan pada saat pewasiat masih 

hidup dan tertulis dihadapan otaris, namun untuk wasiat wajibah 

pelaksanaanya setelah pewaris meninggal dunia tanpa adanya pencatatan 

sebelumnya. 
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Maqasidus syari‟ah memainkan peran kunci dalam memastikan 

bahwa wasit wajibah  tidak hanya mengikuti ketentuan syari‟at tetapi juga 

mencapai tujuan yang lebih luas yaitu keadilan, kesejahteraan, dan 

perlindungan bagi semua ahli waris. Kestabilan serta kebahagiaan keluarga 

dalam menyikapi persoalan waris dapat terealisasikan dengan cara memahami 

dan menerapkan maqasidus syariah. 

Kerangka pemikiran yang dirumuskan oleh ahli ushul fiqh untuk 

memahami wasiat wajibah salah satunya tercetus dalam maqaidus syari‟ah. 

Pemahaman ini tidak hanya mempertimbangkan aspek formalitas hukum, 

tetapi juga tujuan-tujuan yang lebih luas yang ingin dicapai oleh agama Islam 

melalui konsep wasiat wajibah. Berikut adalah beberapa pemikiran tentang 

bagaimana maqasidus syari‟ah mengakomodir wasiat wajibah untuk bisa 

diterapkan di Indonesia sebagai solusi terhadap hukum kewarisan ahli waris 

beda agama. 

1. Hifdzud Dzin (Penjagaan Terhadap Agama) 

Hukum waris dalam Islam berlandaskan pada ketentuan yang ada 

dalam Al-Qur'an surat An-Nisa‟ ayat 11-12, tujuannya untuk memperkuat 

dan melindungi iman serta praktik keagamaan umat Islam. Dengan 

pembagian harta peninggalan yang sesuai dengan Syari‟at Islam 

mendorong kepatuhan terhadap ajaran agama dan memastikan bahwa 

setiap ahli waris menerima bagian warisannya sesuai dengan ketentuan 

syari‟at. 
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Islam menganjukan umatnya untuk senantiasa berbuat baik 

kepada semua orang karena memang tujuan agama islam sebagai rahmat 

untuk seluruh alam, dalam menjalin hubungan dengan orang yang berbeda 

agama harus ditanamkan sifat saling toleransi inilah tujuan syariat dalam 

segi agama, hal ini tertuang dalam Al-Qur‟an Surat Al-Mumtahanah ayat 8 

dan 9, yang berbunyi 

ِنِْاَِِمِْكرُِِيَِِدِِِنِْمِِِمِْكُِوْجُِِرَُِِِِْلَََِِِْنِِيِِْالدِِّفِِِمِْكُوِْلُِتِِاِقَِي ُِِلَِِْنَِيِْذِِالِ ِنِِعَِِاللُِِمُِكُِهِ ن ِِْي َِلَِ
هِِيْلَِِاِاِِوَُِِّْسِِقِْت ََُِِِمِْىَُِْرِِ ب َِت َِ

ِ۞يََِِِّْسِِقِْمُِالِِْبِ يُِِِاللَِِنِ اِِِمِْ 
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil 

terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan 

tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang berlaku adil
94

. 

اَِْرُِِىَِاظَََِِِمِْكرُِِيَِِدِِِنِْمِِِمِْكُوِْجُِِرَخِِْاَََِِِنِِيِِْالدِِّفِِِمِْكُِوْلُِِت َِاقَِِنَِيِْذِِالِ ِنِِعَِِاللُِِمُِكُِهِ ن ِْاِي َِنّ َِاِِ
ِنَ۞وِْمُِلِِالظِّ ِمُِىُِِكَِئِلَِِ أُِفَِِمِْلَ ُِوَِت َِي ِ ِنِْمَََِِِمْاِىُِوِْل وَِِت َِِنِْاَِِمِْكُِاجِِرَِخِْىِاِِلِ عَِ

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai 

kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan 

mengusirmu dari negerimudan membantu (orang lain) untuk 

mengusirmu dan barangsiapa menjadikan mereka kawan maka 

mereka itu orang-orang yang dzalim
95

. 

Ayat tersebut dengan gamblang menyatakan bahwa perilaku adil kepada 

orang kafir dzimmi harus kita tegakkan sebagai sesama manusia. Selain itu 

keberadaan kafir dzimmi di Indonesia tidak mengusik ketentraman dalam 

bermasyarakat oleh karena itu mereka berhak mendapatkan keadilan 

dengan mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris. 
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Dalam pandangan hukum waris inilah alasan mengapa orang kafir 

dzimmi tetap boleh mendapatkan wasiat atas harta peninggalan umat 

muslim, karena berbuat adil dan baik kepada mereka diperintahkan oleh 

Allah dalam Al-Qur‟an. 

Dalam persoalan waris Islam non-muslim dilarang untuk 

mewarisi harta peninggalan orang Muslim, hal ini berlaku juga sebaliknya 

namun. Namun di Indonesia memiliki regulasi yang mengatur tentang 

wasiat wajibah, yang peruntukanya bisa digunakan oleh non-muslim, 

aturan tersebut sudah mengamalkan tujuan syari‟at dari segi agama yaitu 

dengan tidak memaksakan kehendak beragama orang lain dan berbuat adil 

melalui sistem kewarisan dengan memberikan hak ahli waris non-muslim.  

Allah juga melarang umat Islam untuk tidak memakan harta 

benda orang lain, dalam buku yang berjudul Maqasidus Syariah karya 

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar mengutip pendapat jumhur ulama‟ yang 

mengatakan bahwa persaudaraan yang terjalin antara umat Islam dengan 

non-muslim didasari pada persaudaraan sesama manusia
96

. Hal ini yang 

menjadikan kita harus memberikan hak-hak non-muslim, melalui wasiat 

wajiabah prinsip maqasidus syari‟ah bisa terlaksana. 

Jika dilihat dalam konteks ke-Bhinekaan bangsa Indonesia konsep 

wasiat wajibah memiliki tujuan untuk memupuk kerukunan umat 

beragama, kedamaan bangsa Indonesia tidak bisa dilpaskan dari  

kerukunan umat beragama shingga  harus terus dilestarikan agar 
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kedamaian dan kemakmuran bangsa Indonesia terus lestari. Dengan 

terjaminya kerukunan umat beragama di Indonesia akan menjadikan 

keimanan umat muslimin semakin kuat dan meningkat, disamping itu juga 

non-muslim akan dapat melihat kedamaian dalam agama Islam sehingga 

menjadikan mereka tertarik untuk belajar mengenai agama rahmatan lil 

„alamin. 

2. Hifdzun Nafs (penjagaan Terhadap Jiwa) 

Jaminan terhadap kepastian hukum berkaitan dengan pembagian 

harta, melalui maqasidus syariah dapat mengurangi potensi konflik dan 

ketidak pastian yang bisa mengancam keselamatan jiwa para ahli waris. 

Pembagian yang adil dan jelas meminimalisir pertikaian yang dapat 

mengakibatkan keretakan hubungan keluarga serta ancaman terhadap 

kesejahteraan ahli waris. 

Hukum waris merupakan sebuah kepastian hukum yang mana jika 

keberadaanya tidak ada maka pertikaian dan pertumpahan darah antara 

umat akan terjadi, tidak hanya itu ketentraman dan kedamaian masyarakat 

akan tercederai. 

Keberadaan hukum waris menjadikan tatanan kemasyarakatan 

bisa tentram dan damai, begitu pula adanya wasiat wajibah yang dalam 

perkembanganya bisa diperuntukkan bagi ahli waris non-muslim, wasiat 

wajibah menjadi jalan keluar terhadap kepastian hukum atas harta 

seseorang yang telah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak beraga 
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Islam. Harta peninggalan tersebut harus ada yang menjaga dan 

menguasainya, karena jika tidak ada pergantian kekuasaan atas harta 

peninggalan tersebut pertikaian di tengah masyarakat akan pecah alhasil 

banyak orang yang saling berebut bahkan saling membunuh untuk bisa 

menguasai harta tersebut. 

Sementara itu jaminan hidup atas ahli waris non-muslim yang 

tidak berkecukupan dengan adanya wasiat wajibah sebagai jembatan untuk 

dapat melanjutkan hidup dengan harta peninggalan seseorang yang telah 

meninggal dunia, maka dengan demikian tujuan syari‟at untuk melindungi 

jiwa dapat tercapai. 

Pembaharuan dalam perluasan pemaknaan wasiat wajibah ini juga 

tidak bertentangan dengan salah satu kaidah maqasidus syari‟ah yaitu 

ِمَحْظوُراَتِِالِِْالَض رَُْراَتُِتبُِيْحُِ
Artinya: “kondisi darurat membolehkan perkara yang dilarang”

97
, Kaidah 

ini mengatakan bahwa keadaan yang darurat boleh untuk melakukan 

perkara yang diharamkan, adanya perluasan pemaknaan wasiat wajibah 

dengan memberikan hak kebendaan kepada ahli waris non-musim yang 

hukum dasarnya dilarang saling mewarisi menjadi diperbolehkan untuk 

mendapatkan warisan dari orang muslim, jika pemaknaan wasiat wajibah 

tidak diperluas maka kemudaratan yang lebih besar akan datang. Kaidah 

tersebut memperbolehkan ahli waris yang berbeda agama untuk saling 
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mewarisi guna menghindarkan kemudaratan yang lebih kompleks, mulai 

dari perpecahan ditengah umat Islam, perampasan, penjarahan harta, 

bahkan bisa mengakibatkan kelaparan bagi keluarga yang ditinggalkan 

sebab tidak mendapatkan bagin warisanya. 

Dalam persoalan yang lain wasiat wajibah sebagai bentuk 

pengakuan kekuasaan harta peninggalan, yang mana jika suatu harta benda 

tidak ada penguasaan dengan jelas akan menimbulkan permasalahan 

kepemilikan akibatnya perebutan antar masyarakat tidak dapat dihindari, 

dan pertumpahan darah yang mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang 

akan terjadi. Dalam asas kewarisan ada namanya asas ijbari atau asas 

paksaan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun kepemilikan hak 

untuk mendapatkan harta waris bagi anggota keluarga akan secara 

otomatis, artinya ahli waris non-muslim juga termasuk didalamnya yang 

akan secara otomatis bisa menguasai harta peninggalan (harta waris) 

tersebut. 

Penjagaan atas jiwa terhadap harta peninggalan yang ahli 

warisnya beragama non-muslim dengan memberikan jaminan kepastian 

kepemilikan melalui wasiat wajibah, dengan adanya wasiat wajibah harta 

yang tidak bisa diwarisi non-muslim dapat diklam dan menjadi 

penguasaanya, hal tersebut tentunya akan menghindarkan seseorang 

ataupun kelompok untuk saling mengklam dan bertika, keamanan jiwa 

dapat dilaksanakan dengan maksimal. 
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3. Hifdzul „Aql (Penjagaan Terhadap Akal) 

Ketentuan pembagian harta warisan yang telah diatur dengan baik 

mendukung terselenggaranya pendidikan dan pengembangan intelektual 

ahli waris. Dengan adanya kepastian harta yang akan diwariskan, keluarga 

dapat merencanakan pendidikan dan pengembangan anak-anak mereka 

dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dalam masyarakat muslim. 

Keberadaan hukum waris secara eksplisit menjamin akan 

keberlangsungan proses belajar dan mencari ilmu ahli waris, hukum 

mencari ilmu adalah wajib bagi setiap manusia. Dengan beralihnya 

kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris secara tidak langsung 

menjamin akan masa depan yang lebih baik dengan belajar dan mencari 

ilmu menggunakan harta peninggalan pewaris. 

Wasiat wajibah yang peruntukannya untuk golongan ahli waris 

yang tidak beragama Islam juga akan menjamin hak belajar tersebut. 

Melalui ilmu yang didapatnya akan bisa membedakan baik dan buruk, 

dengan demikian peruntukan wasiat wajibah untuk ahli waris non-muslim 

tidak menyalahi aturan dalam maqasidus syari‟ah malah dapat 

melaksanakan tujuan syari‟at sesuai dengan perintah agama. Hal ini 

tentunya berkaitan dengan kaidah maqasidus syari‟ah  yang berbunyi 

ِالُِزَِي ُِِرُِرَِلضِ اَِ
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Artinya: “kemudaratan harus dihilangkan”
98

, Kaidah ini secara tegas 

memerintahkan untuk menghilangkan kemudaratan, dalam konteks hifdzul 

„aql belajar untuk menghilangkan kebodohan hukumnya wajib, namun jika 

dalam proses belajar tidak memiliki biaya maka pelaksaan pemberian 

wasiat wajibah untuk ahli waris non-muslim harus dilakukan untuk 

menunjng proses belajar. Wasiat wajibah menjamin proses pendidikan ahli 

waris yang berbeda agama untuk dapat berlangsung. 

Terjaminya pendidikan ahli waris non-muslim akan meningkatkan 

kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), maknanya kebodohan akan dapat 

diberantas, dengan hilangnya kebodohan di muka Bumi risalah bahwa 

Islam sebagai agama rahmatan lil „alamin akan tercerahkan dan mampu 

memenusiakan manusia. 

Bukti Islam sebagai agama rahmatan lil „alamin dengan 

memuliakan sesama manusia dan tidak memandang gender, ras, dan juga 

agamanya artinya keadian untuk seluruh ahli waris berdasarkan asas 

keadilan pada hukum waris berfungsi sebagai penjamin hak ahli waris. 

Kemuliaan setiap manusia ada pada akal pikiranya, sementara akal pikiran 

yang menjadi nutrisinya adalah ilmu pengetahuan, dengan akal pikirang 

yang dipenuhi dengan ilmu akan menjadikan manusia yang memilikinya 

mulia diantara makhluk ciptaan Allah di Bumi. Penjagaan syari‟at 

terhadap akal dengan cara memberikan pengajaran ilmu, konsep 
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pembegian harta waris dengan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim 

mampu mewujudkan hal tersebut 

4. Hifdzun Nasl (Perlindungan Terhadap Keluarga/Nasab) 

Islam sangat memprioritaskan perhatianya terhadap keluarga
99

, 

yang mana keberadaan keluarga sebagai bentuk struktur penopang agama 

yang kuat, dengan adanya keluarga kejayaan umat Islam akan kokoh, oleh 

sebab itu perlindungan terhadap keluarga yang ada dalam maqasidus 

syari‟ah tampak dari beberapa aspek anatar lain sistem adopsi, sistem 

pemberian pengakuan terhadap anak kandung, sistem khuli‟ dan sistem 

hilangnya nasab wanita yang telah menikah. Namun disini peneliti hanya 

akan berfokus pada dua poin perlindungna syariat terhadap yaitu sistem 

adopsi dan pengakuan anak kandung. 

Pembagian waris yang adil memastikan bahwa hak-hak keturunan 

dilindungi dan mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk 

kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Hal ini membantu menjaga 

stabilitas dan keberlanjutan keluarga dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Hak anak kandung yang secara jelas ada dan melekat pada 

dirinya sendiri terakomodir oleh hak kewarisan secara langsung. 

Perlindungainilah yang menjadi tujuan syari‟at. 

Dalam perkembanganya masyarakat nusantara sering menagkat 

anak dikarenakan beberapa alasan salah satunya karena tidak memiliki 

keturunan secara langsung, pengangkatan anak ini juga akan 
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mempengarusi sitem kewarisan yang mana anak angkat tidak bisa 

daktegorikan sebagai ahli waris karena tidak memenuhi unsur sebagai ahli 

awris. Namun di dalam aturan hukum positif indonesia keberadaan anak 

angkat dapat dilindungi hak warisnya dengan adanya konsep wasiat 

wajibah, pemberian wasiat wajiabh ini tidak mencederai konsep kewarisan 

Islam dan juga tidak mencederai keturunan dari pewaris. 

Perlindungan terhadap hak kewarisan anak kandung yang berbeda 

agama dengan orang tuanya juga tercermin dengan adanya wasiat wajibah. 

Pelaksanaan wasiat wajibah mengalami perkembangan yang bisa 

diterapkan kepada ahli waris non-muslim hal ini sangatlah relevan dengan 

tujuan syariat untuk memberikan pengakuan kepada anak kandung sebagai 

penerus trah keluarga. 

Perlindungan hak waris bagi anak kandung yang berbeda agama 

dengan orang tuanya menggunakan skema wasiat wajibah untuk 

menghilangkan mudarat yang besar, jika anak kandung non-muslim tidak 

mendapatkan bagian warisnya sama halnya tidak mengakui nya sebagai 

anak perlindungan nasabnya tidak terjadi, sejatinya tidak ada mantan anak 

dan mantan orang tua. Hal ini berkitan dengan kaidah 

ِيُ زاَلُِبِلض رَرِِالَِالَض رَرُِ ِفِِّخَِالَشَد 
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Artinya: “ kemudaratan yang berat harus dihilangkan dengan kemudaratan 

yang lebih ringan”
100

 

Kemudaratan memberikan wasiat wajibah sebagai bentuk hak 

waris kepada anak kandung non-muslim lebih didahulukan untuk 

menghindari kemudaratan penelantaran hak anak kandung sebagai penerus 

garis keturunan keluarga, selain itu asas bilateral dalam hukum waris 

sebagai pedoman pemberian harta waris mengikat hubungan antara ahli 

waris dengan pewaris. Pemberian wasiat wajibah sebagai bentuk 

pengakuan anak kandung tidaklah menyalahi aturan syari‟at karena anak 

kandung akan merasa diakui sebagai penerus gais keturunn keluarga yang 

haknya dilindungi. Pengakuan ini sebagai bentuk akomodir maqasidus 

syari‟ah dalam melindungi keluarga dan menjaga keturunan. 

Perlindungan-perlindungan itulah yang menjadikan syari‟at Islam 

dapat mencapai tujuannya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Selain itu 

keadilan yang dijunjung tinggi oleh syariat dengan adanya hukum waris 

dan penerapan wasiat wajibah untuk anak angkat dan ahli waris non-

muslim dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dengan baik dan maksimal. 

5. Hifdzul Mall (Perlindungan Terhadap Harta) 

Perlindungan terhadap harta menjamin bawa setiap muslim untuk 

tidak saling memakan harta saudara sesama muslimnya, hukum waris yang 

sudah ada didalam Al-Qur‟an menjamin perlindungan harta setiap muslim, 

perlindungan harta termaktub dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa‟ ayat 29 
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ِنِْعَِِةًِارَِتَِِِنَِوِْكُِتَِِنِِْاَِل ِاِِِلِِاطِِلبَِبِِِْمِْكُِنَِي ِْب َِِمِْكُِالَِوَِمِْاِاَِوِْلُِكََُِِْاِلَِوِْن ُِمَِا ِِنَِيِْذِِاِالِ هَِي ِ يََِ
ِا۞مًِيِْحِِرَِِمِْكُِبِِِانَِكَِِاِللَِِنِ اِِِمِْ كُِسَِفُِن ِْاِاَِوِْلُِت ُِقِِْت َِلَََِِِمِْ كُِنْمِِِِاضٍِرَِت َِ

wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

saudaramu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan cara 

perdagangan yang berlaku atas dasar sama-sama rela diantaramu, 

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha 

penyayang kepadamu
101

. 

Ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa sesama umat manusia 

dilarang untuk merebut harta manusia lain dengan cara yang curang, hal 

ini membuktikan bahwa syariat melindungi harta untuk kemaslahatan 

umat. 

Cara maqosidus syari‟ah untuk melindungi harta dengan 

keberadaan hukum waris. Pembagian harta yang telah diperoleh oleh 

almarhum dan memastikan distribusinya secara adil kepada ahli waris 

sebagai bentuk perwujudan maqosidus syari‟ah. Pembagian harta yang 

sesuai dengan maqasidus syari‟ah memastikan bahwa setiap ahli waris 

menerima hak mereka tanpa ada yang dirugikan, sehingga menjaga 

stabilitas keluarga dan komunitas. 

Sementara itu berlakunya wasiat wajibah untuk ahli waris non-

muslim tidak mencederai ayat 29 Surat Annisa‟ di atas, yang mana 

peruntukan wasiat wajibah bagi non-muslim merupakan hak yang 

seharusnya didapatkan oleh ahli waris non-muslim namun terhalang oleh 

ketentuan syari‟at yang melarang orang yang berbeda agama untuk saling 

mewarisi. Dengan berlakunya skema wasiat wajibah untuk non-muslim 
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Terjemah, (Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 83. 
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justru melindungi keberadaan harta peninggalan milik pewaris, hal ini 

sejalan dengan tujuan syari‟at. 

Perlindungan terhadap harta dengan konsep wasiat wajibah bagi 

ahli waris non-muslim merupakan cerminan dari kaidah maqasidus 

syari‟ah yang berbunyi 

عَِيَِاعَْظَمُهُمَاِبِرْتِكَابِِاَخَف هُمَاِضَرَراًِاذَِا ِتَ عَارَضَتِْمَفْسَدَتََنِِرُ
Artinya: “apabila terdapat dua mafsadat yang bertentangan, maka 

hindarilah mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadat 

yang lebih kecil.”
102

 Pemberian harta waris untuk ahli waris non-muslim 

merupakan sesuatu yang dilarang oleh syari‟at namun jika tidak diberikan 

dikhawatirkan harta peninggalan tersebut tidak ada yang menguasai 

akibatnya akan terjadi saling klaim bahkan bisa saling membunuh untuk 

mengklaim harta peninggalan tersebut. Oleh karena itu hadirnya konsep 

wasiat wajibah untuk mengakomodir pengakuan ini dengan memberikan 

harta waris tersebut kepada ahli warisnya merupakan mafsadat yang kecil 

untuk menghindari mafsadat yang lebih besar. 

Perluasan pemaknaan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim 

merupakan sebuah bentuk hadirnya maqsidus syari‟ah dalam melindungi 

harta, manusia merupakan makhluk yang tidak akan pernah puas dengan 

apapun, dengan hadirnya konsep wasiat wajibah untuk non-muslim akan 
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memberikan dampak perlindungan harta yang nyata untuk melindungi 

hak-hak ahliwaris yang terhalang oleh syari‟at. 

Wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim merupakan trobosan 

yang sepatutnya didukung untuk dilaksanakan, bukan berarti mendukung 

pewarisan orang berbeda agama namun memberikan wasiat kepada orang 

kafir zimmi memang diperbolehkan. Tujuan syari‟at melindungi harta 

dengan adanya wasiat wajibah semakin memperkokoh kebhinekaan 

bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, budaya, bangsa, dan agama.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penjelasan pada BAB IV diatas dapat ditarik dua 

kesimpulan yang mendukung serta menjawab fokus penelitian yang sudah 

penulis rumuskan: 

1. Pembagian harta waris dengan konsep wasiat wajibah bagi ahli waris non-

muslim dihukumi sebagai wasiat bukan sebagai warisan maka sah jika 

peruntukannya untuk ahli waris non-muslim, dengan begitu juga ahli 

waris yang hanya seorang saja dapat menguasai penuh seluruh harta 

peninggalan. Jika ada ahli waris yang segama dengan pewaris pembagian 

wasiat wajibah tidak boleh lebih dari sepertiga bagian kecuali ahli waris 

yang lainya rela jika ahli waris non-muslim  teresebut mendapatkan 

bagian sesuai dengan porsi ketentuan syari‟at. 

2. Maqasidus syari‟ah dalam menyikapi persoalan wasiat wajibah bagi ahli 

waris non-muslim membolehkan karena tidak melanggar tujuan syari‟at, 

jika dilihat dari lima tujuan utama syariat. 

a. Dalam menjaga agama wasiat wajibah mengakomodir terciptanya 

toleransi antar umat beragama, Indonesia dengan semboyan Bhineka 

Tinggal Ika akan mampu memeprkokoh persatuan dan kerukunan 

antar umat beragama, wasiat wajibah sebagai pembaharuan hukum 

waris akan memberikan sumbangsih persatuan umat beragama.  
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b. Untuk menjaga jiwa wasiat wajibah hadir sebagai konsep pemberian 

wasiat yang dihukumi wajib untuk menjaga ketentraman dan 

kedamaian hubungan keluarga sehingga perselisihan dan pertikaian 

yang sampai menyebabkan terancamnya jiwa dapat dihindari. 

c. Dari segi penjagaan akal, konsep wasiat wajibah untuk non-muslim 

menjamin terlaksananya pendidikan ahli waris yang tidak beragama 

Islam, hal ini selaras dengan tujuan syari‟at untuk mencerdaskan 

setiap manusia guna menghadapi tantangan kehidupan dan lebih 

mengetahui mana yang salah dan benar. 

d. Penjagaan terhadap keturunan dan keluarga wasiat wajibah hadir 

sebgai bentuk pengakuan terhadap adanya ahli waris yang berbeda 

agama, pengakuan ini akan menjaga keberlangsungan ikatan antar 

keluarga dan ahli waris dan menanamkan rasa kasih sayang keutuhan 

keluarga dan keturunan. 

e. Adanya hukum waris sudah sangat jelas sebagai bentuk penjagaan 

terhadap harta umat islam, terutama harta peninggalan seseorang yang 

meninggal dunia, konsep wasiat wajibah untuk non-muslim dalam hal 

ini sebagai bentuk pembaharuan dan perkembangan hukum waris di 

Indonesia yang peruntukannya menjaga harta peninggalan dari 

perampasan pihak lain yang bukan tergolong ahli waris. 

Dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa pandangan maqasidus 

syari‟ah terhadap konsep wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim tidak 
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bertentangan dengan tujuan syari‟at dan pengamalannya sangat 

mendukung keberadaan umat dan kedamaian umat islam. 

B. Saran 

Dalam tatanan perundang-undangan konsep wasiat wajibah untuk 

non-muslim terdapat dalam yurisprudensi, yang mana kita ketahui bahwa 

yurisprudensi merupakan sebuah keputusan hakim yang berkekuatan hukum 

dan boleh diambil atau di gunakan oleh hakim lain yang menangani kasus 

dengan perkara yang serupa. Dalam hirarki perundang-undangan yang 

berdasarkan pada pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2011, yurisprudensi 

tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan, oleh karena itu kekuatan 

hukum wasiat wajibah bagi non-muslim  belum kuat dan bisa dikatakan 

sebagai bentuk kekosongan hukum. Dari sini penulis memberikan saran 

kepada pemangku kebijakan pembuat undang-undang untuk dapat 

memperkuat kedudukan konsep wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim 

dengan legalitas yang ada tujuan syariat yang terakomodir dalam maqasidus 

syari‟ah bisa terealisasikan dengan maksimal. 
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